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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ABSTRAK
Nama Penyusun : Nanni
Nim : 10500108034
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Turut Serta Pada Delik Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi putusan Nomor:272/Pid.B/2011.PN.Mksr).
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. Turut Serta Pada Delik
pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Studi
PutusanPengadilan:Nomor:272/Pid.B/2011/PN.Mks).Hal ini dilatarbelakangi oleh
banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dan
aparat Hukum dalam hal ini masih berjalan tidak efesien dan efektif. Sehingga
perlu diketahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-
sama, Faktor apa yang dapat menyebabkan sehinggah terjadi tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dan bagaimana tinjauan
yuridis dan sosiologis dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
secara bersama-sama serta Upaya apa yang bisa dilakukan oleh aparat penegak
hukum untuk mengatasi tindakan merugikan yang ditimbulkan oleh anak secara
sersama-sama atau menurut dalam istilah hukum disebut turut serta.
Metode pendekatan yang dipakai penulis yaitu yuridis meninjau masalah
yang diteliti dari segi ilmu hukumnya serta melihat fakta-fakta yang terjadi
dilingkungan masyarakat yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis
memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keadaan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama semakin berkembang diera
perkembangan globalisasi sekarang ini. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya
tindak pidana pencurian yang ditimbulkan oleh anak secara bersama-sama yaitu
faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga. Tinjauan yuridis dan
sosiologis dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-
sama yaitu menurut KUHP, UU tentang peradilan anak, UU tentang perlindungan
anak. Upaya-upaya yang dilakukan aparat Hukum untuk mengatasi permasalahn
yang ditimbulkan oleh anak tersebut yaitu: Penanggulangan Preventif: upaya
pencegahan terjadinya suatu tindak pidana yang ditimbulkan oleh anak, tindakan
penghukuman dan tindakan kuratif.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku
manusia di dalam masyarakat  dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku
demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat
dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma.
Terhadap perilaku dengan norma yang sesuai dengan norma yang berlaku tidak
menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma
biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan justru
merugikan masyarakat.
Sisi lain dari kemajuan IPTEK, adanya  perilaku yang menyimpan dari
anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Ditinjau dari
usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh
sekelompok orang dewasa, tetapi mereka juga yang berusia anak-anak sering
melakukan tindak pidana. Di era perkembanagan saat ini banyak orang tua yang
terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dengan mengurus keperluan duniawinya
(materill), sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi, disisi lain
orang tua untuk keluarga miskin sering sekali larut dalam pekerjaannya untuk
mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya dan sering juga menelantarkan anak-
anaknya.
Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan
kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan
2orang tua. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang
tuanya yang secara fisik maupun sosial sering sekali berperilaku dan bertindak
asosial dan bahkan merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pertimbangan
(Concideran) Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
menyatakan “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat
khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara
utuh, serasi, selaras, dan seimbang1.
Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup
kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral
manusia telah mereka lakukan. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat
segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun
hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah. Karena hukum  tidak otonom atau
tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari
keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat
menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat yang
senantiasa hidup bersama dan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih
banyak masyarakat yang melanggar hukum.
Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini tidak lagi dipatuhi
dan dihormati sehinggah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,
1 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 199  Peradilan Anak (Jakarta:
Sinar Grafika, 2000), h. 1.
3padahal norma dan kaedah tersebut yang selanjutnya mengatur diri pribadi
manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma
atau kaedah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang
beriman, sedangkan norma kaedah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai
hati nurani yang bersih. Karena norma atau kaedah hukum bertujuan untuk
mencapai kedamaian dalam kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti suatu
keserasian antara ketertiban dengan ketentraman atau keserasian antara
keterikatan dengan kebebasan , sehinggah tugas hukum adalah tidak lain dari pada
mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum, untuk itu masyarakat
memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk
manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu
pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi
atau penegakan hukum, karena melalui instrument hukum dapat diupayakan
perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun
represif , megajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan
pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana,
merupakan tindakan yang represif. 2
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang
paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman
sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan
dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial
yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Fakto yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers. 2010), h. 2.
4secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih
kepada kegagalan. Sehinggah usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya
menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.
Saat ini kejahatan semakin hari semkain bertambah, baik itu dari segi
kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa
inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhaikan lebih serius lagi baik dari
aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, karena secara operasional
didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling
sering terjadi didalam masyarakat, seperti halnya di Kota Makassar, banyaknya
pemberitaan di berbagai media massa baik itu dari media elektronik maupun
media cetak, tindak pidana pencurian ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang
ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat
memicu rangsangan untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana
pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, dan penyeludupan. Namun dalam
hal ini penulis hanya menfokuskan pada tindak pidana pencurian.
Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan
pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan
pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan dengan pemberatan atau
berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal
365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).
Segala macam kejahatan pencurian sudah tentu merupakan hal yang bertentangan
5dengan norma-norma hukum, kesusilaan, agama, dan adat-Istiadat Bangsa
Indonesia. 3
Perlu diketahui faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan yaitu
perlunya di ketahui Motifasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa
yang dikatakan dengan motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan
tertentu. Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan
seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan
karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan
dengan perbuatannya.
Islam menggambarkan pendidikan di keluarga merupakan yang terbaik.
Caranya yaitu dengan memberikan contoh yang baik (uswatun hasanah) dari
kedua orang tua. Islam sebagai agama yang komprehensif dan sempurna
memberikan perhatian besar terhadap masalah pembinaan generasi muda.
Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa, Bahwa “Hendaklah
khawatir, jangan sampai kalian melahirkan generasi-generasi yang lemah, yang
hidup setelah kalian. Sebagaimana Allah Swt telah berfirman Q.S. An-nisa ayat 9:




Terjemahnya:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan   dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka
3 Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers.
2009), h. 223-228.
6bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar.4
Menurut Muh. Jumardi, bahwa tingkat perkembangan tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di Pengadilan Negeri
Makassar saat ini mengalami perkembangan  pesat, dan salah satu gejala yang
mengakibatkan anak melakukan tindakan ini yaitu kondisi sosial yang ada
dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan
trend yang ada sehinggah mendorong sekelompok anak kelas bawah mengalami
konflik budaya atau dikenal dengan stastus frustation akibatnya keterlibatan anak-
anak kelas bawah dalam kegiatang geng-geng dan berperilaku menyimpang yang
sifatnya nonutilitarian, malicious and negaivistics semakin meningkat selain itu
dipengaruhi pula oleh faktor pergaualan, harus disadari bahwa betapa besar
pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak yang kemudian
menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya.
Mereka lalu memasuki satu unit keluarga yang baru yang sudah bersifat
delingquen, dengan demikian banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan
pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa
pada pembentukan perilaku buruk terhadap anak tersebut.
Sehubungan dengan peristiwa tersebut anak melakukan tindakan ini di
sebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide
dan teknik tindakan ini dijadikan sebagai sarana yang efesien untuk mengatasi
kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2008), h. 78.
7relasinya dengan anak nakal dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi
benar-benar menjadi nakal dan kriminal.5
Berdasarkan teori kontrol sosial, dengan asumsi bahwa baik atau jahatnya
seseorang tergantung kepada masyarakatnya dalam hal ini konrol masyarakat
(ikatan sosial atau sosial bond), adanya anak yang melakukan kejahatan karena ia
putus dengan ikatan sosialnya dengan masyarakat. Seseorang putus dengan ikatan
sosialnya dengan masyarakat, ketika di masyarakat terjadi kemerosotan fungsi
kelembagaan kontrol sosial baik formal maupun informal, sebagai akibat
melemahnya fungsi kontrol nilai-nilai yang menjadi landasan sebagai kontrol
sosial dalam masyarakat.6
Berdasarkan uraian diatas, sangat mendorong keingintahuan penulis untuk
mengkaji lebih jauh mengenai.“Turut Serta Delik Pencurian yang Dilakukan
Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 272/Pid.B/2011/PN.MKS)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi
masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terhadap turut serta pada delik
pencurian yang dilakukan oleh anak, (Putusan Pengadilan. No.
272/Pid.B/2011/PN.Mks)?
5 Muh. Jumardi staf di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di
Makassar, 19 September 2011.
6 Nandang Sambas, Pemabaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia (Yogyakarta;
Graha ilmu, 2010), h. 140.
82. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim anak dalam menjatuhkan
putusan turut serta pada delik pencurian yang dilakukan oleh anak
(Putusan pengadilan No.272/pid.B/2011/PN.Mks)?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini
sebagai variabel:
“Tindak Pidana” menurut Kamus Hukum adalah suatu perbuatan yang
dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai
kejahatan atau pelanggaran baik yang di sebut dalam KUHP maupun dalam
peraturan perundang-undangan.7
“Pencurian” menurut Kamus Hukum yaitu mengambil milik orang lain
tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secaar
melawan hukum.8
“Anak”menurut Kamus Hukum yaitu setiap manusia yang berusia di
bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah kepentingannya.9
7 M.Marwan, Kamus Hukum (Surabaya:Reality Publisher, 2009), h. 608.
8 Ibid., h. 499.
9 ibid., h. 41.
9“Bersama-Sama” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu
berbarengan dan bertepatan.10
Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa:
1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja.
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat disertai dengan
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
Dari uraian di atas terlihat bahwa kejahatan anak itu tidak dapat dijatuhkan
pidana. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan
oleh hakim, yaitu: Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah
mencapai umur di atas 12 tahun sampai 18 tahun. Dan menurut penjelasan Pasal
25 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwa:
Dalam menentukan pidana atau tindakan kepada anak, hakim
memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh
anak yang bersangkutan, disamping itu, hakim juga harus memperhatikan keadaan
anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau oranag tua asuh, hubungan
10 ibid., h. 868.
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antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib
memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.
Dalam KUHP  Pidana di indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu
perbuatan pidana (kejahatan) harus mengadung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat  harus dapat dipertanggung jawabakan.
Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa tetapi
apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan
orang dewasa. Apabila dalam KUHP  ditegaskan bahwa seseorang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang
bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatnnya itu
terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan
karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan
orang dewasa yang memiliki cara berfikir yang normal akibat dari kehidupan
rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa
tanggung jawab sehinggah dapat di pertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau
segala tindakan yang telah dipilihnya.11
11 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Jakarta: Raja Peers,
2011), h. 30.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini,
penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut maka
mempunyai tujuan:
a. tujuan penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehinggah anak melakukan
tindak pidana pencurian secara turut serta (Putusan Pengadilan
No.272/Pid.B/2011/PN.Mks).
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap Turut Serta Pada Delik Pencurian yang
Dilakukan Oleh anak (Putusann Pengadilan
No.272/Pid.B/2011/PN.Mks).
b. kegunaan penelitian yaitu:
1. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat
maupun kepada orang tua dalam mengantisipasi Tindak Pidana
Pencurian, secara khusus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan
Oleh Anak Secara Bersama-sama.
2. Agar penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat sebagai bahan
pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi
Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Terhadap Delik
1. Pengertian Delik
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan
demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi
tentang apa yang dimaksusd dengan straafbaar feit itu, para ahli hukum berusaha
untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada
keseragaman pendapat.
Istilah-istilah yang perna digunakan, baik dalam perundang-undangan
yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari
strafbaar feit adalah sebagai berikut:
a. Delik, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan
pidana kita. Hampir seluruh perundang-undangan menggunakan istilah tindak
pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, (diganti
dengan UU No 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan
perundang-undangan lainnya.1
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h
.67
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b. Ahli hukum yang menggunakan istialh ini seperti Prof. Dr. Wirjono
Prodjodikoro, S.H.(lihat buku Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesi;
c. Peristiwa Pidana,digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R.
Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J. van
Scharavendijk, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum
Pidana. Pembentuk UU juga perna menggunakan istilah peristiwa pidana,
yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1)
d. Pelanggaran hukum, dapat dijumpai dalam buku  Pokok-Pokok Hukum
Pidana yang ditulis oleh  Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita
sebagai terjemahan dari strafbaar feit (Belanda) Strafbaar feit terdiri dari tiga
kata, yakni straf, baa, dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai
terjemahan dari Strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana
atau hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh.
Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa,
pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk, kata “straf” artiya pidana,”baar
artinya dapat atau boleh dan “feit” secara utuh,
ternyata straf diartikan juga dengan  kata hukum. Padahal sudah lazim
hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan
recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya2.
2 Ibibd., h. 69.
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Untuk kata baar “ ada dua istilah yakni boleh dan dapat. Secara literlijk
bisa kita terima. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat istilah yakni Tindak,
Peristiwa, Pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk untuk ,feit  memang lebih
pas untuk digunakan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan
dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtrading
sebagai lawan dari istilah misdricven (kejahatan) terdapat kelompok tindak pidana
masing-masing dalam buku 111 dan buku 11 KUHP.
Untuk istilah tindak  pidana memang telah lazim digunakan dalam
peraturan perundang-undagan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga
ketepatannya. Tindak menunjuk kepada hal yang kelakuan manusia dalam arti
positif (bandelen) semata, dan tidak termasuk kelakukan manusia yang pasif atau
negatif (nalaten), padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah
termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya
suatu bentuk perbuaatan yang untuk mewujudkan diperluakan/diisyaratkan adanya
suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia.
Misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP.
Semntara itu perbauatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan suatu bentuk
perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah
mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal
531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).3
Sementara itu, istilah delik secara literlijk sebelumnya tidak ada kaitannya
dengan istilah strafbaar feit karena istilah ini berasal dari kata deliktum (Latin),
3 Ibid., h. 69.
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yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda: sdelict, namun isi
pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah strafbaar feit.
Secara literlijk, istilah perbuatan adalah lebih tepat  sebagai terjemahan
dari feit, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum
kita, misalnya istilah materieele feit atau formeele feit (feiten en formeele, untuk
rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga dengan istilah feit
dalam banyak rumusan norma-norma tertentu  dalam WvS Belanda dan Wvs
Nederlandindie/Hindia Belanda), misalnya Pasal1, 44, 48, 63, 64.KUHP selalu
diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan dan tidak dengan
tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.
Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau
sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian strafbaar
feit. Moeljatno mengungkapkan istilah perbutan pidana yang didefinisikan beliau
sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman  (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut.
Disamping itu Moeljato juga mengemukakan istilah yang tepat yakni
perbuatan pidana, Moejatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan
istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan
sebagai berikut:4
4 Ibid., h. 70.
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1) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal
kongkrit (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk
kepada kejadian tertentu, misalnya orang yang tidak penting dalam hukum
pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang hubungkan
dengan atau diakibatkan oleh kelakukan yang lain.
2) Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan” Tindak “ tidak
menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan
peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-
gerik, atau sikap jasmani, yang lebih kenal dalam tindak-tanduk, tindakan
dan bertindak
Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak
lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau
memberi definisi  yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik
suatu definisi  yang mneyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan
atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan perundan-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan
tindakan penghukuman.5
5 Ibid., h. 71-73.
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Oleh karena itu, dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang
dihadapkan ke sidang pengadilan  dengan dakwaan melakukan tindak pidana
tertentu, maka diisyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang
terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak
pidana yang rumusannya terdapat unsur kesalahan atau melawan hukum (yang
bersifat subjektif, misalnya Pasal:  368, 369, 378, 390), unsur itu harus juga
terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam
rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri
orangnya  (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti
bahwa diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan , mengingat dianutnya asas tidak
ada pidana tanpa kesalahan
2. Unsur-Unsur Delik
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua
sudut pandang, yakni: a. dari sudut teoritis, dan dua dari sudut undang-undang.
Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi
rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam dalam pasal-
pasal peraturan perundang-undangan yang ada.
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis6
6 Ibid., h. 79.
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Di muka telah di bicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disususn
oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun monisme. Unsur-
Unsur yang ada dalam tindak pidana yaitu melihat bagaimana bunyi rumusan
yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh
teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni Moeljatno, R.Tresna,  dan Vos.
Menurut Moejatno, unsur tindak pidana ialah:
1) Perbuatan
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3) Ancaman pidaana (bagi yang melanggar larangan)
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada
perbuatan itu , tapi tidak di pisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam)
dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam
kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian
umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inconcerto orang
yang melakukan perbuatanitu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang
lain dari pengertian perbuatan pidana.
Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur,
yakni:
1) Perbuatan/rangkaian perbuaatan (manusia)
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undagan
3) Diadakan tindakan penghukuman.7
7 Ibid., h. 79.
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Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman, terdapat
pengertin bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh
penghukuman (pemidanaan), berbeda dengan Moejatno, karena kalimat diancam
pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi
pidana.
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur
itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada
orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.
Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, maka unsur-unsur tindak pidana,
yakni:
1) Kelakuan manusia
2) Diancam dengan pidana
3) Dalam peraturan perundang-undangan
Dapat dilihat bahwa pada unsure-unsur dari tiga batasan penganut paham
dualism tersebut, tidak ada perbedaan, yakni bahwa  tindak pidana itu adalah
perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam
pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa
unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidannya pembuat,
semata-mata mengenai perbuatannya.
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang8
8 Ibid., h. 80.
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Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana  tertentu
yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran.
Ternyata ada unsur yang selalu  disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni
mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal
351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang
dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak
dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu,
banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek
kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:
1) Unsur tingkah laku
2) Unsur melawan hukum
3) Unsur kesalahan
4) Unsur akibat konstitutif
5) Unsur keadaan yang menyertai
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9) Unsur objek hukum tindak pidana
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.9
9 Ibid., 81.
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Dari 11 unsur itu, dianataranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan
hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur
objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan
hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam
mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum
objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada
pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah
berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi,  ada juga  melawan hukum
subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378),
pemerasatan (afpersing, 368), pengancaman (afdereiging, 369 di mana disebutkan
maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu
juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372)
yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang
lain yang ada dalam kekuasaann yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan
menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada
dua unsur delik yaitu:
1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
a) Mencocokan rumusan delik
b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
b) Dapat dipertanggungjawabkan )tidak ada alasan pemaaf).10
10 Ibid., 82.
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Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu
kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk kepada suatu
perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan
tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Sedangkan
pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan
sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena
ditentukan oleh undang-undang.
B. Tinjauan umum terhadap Delik Pencurian.
1. Pengertian Delik Pencurian
Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara
tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam
pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah
yang dikatakan mecuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang
milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam
KUHP yang menjrus pada pasal 362 Bahwa Barangsiapa menagambil barang
milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka
diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah,
dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam
bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini
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dirumuskan.11 secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya
maupun ancaman dari pidana ringannya12.
2. Unsur-unsur Delik Pencurian
Pencurian dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4 Bahwa pencurian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ketentuan ini tidak
mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua
orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian
ada kerjasama. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak perlu ada lagi persetujuan dari
para pelaku tersebut.
Delik Pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang sudah diatur
dalam Pasal 362 KUHP, yang dimana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
1) Barang siapa;
2) Mengambil;
3) Seusatu Barang;
4) Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain;
5) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan Delik
Pencurian, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti telah memenuhi
semua unsure yang ada dalam Delik Pencurian sebagaimana yang terdapat dalam
rumusan Pasal 362 KUHP.
11 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Termonologi Hukum Pidana ( Jakarta: Sinar Grafika,
2009), 21.
12 Marwan, Dictionari Of Law Complete edition (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h.
499.
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1) Barang Siapa. Seperti yang telah diketahui, unsur pertama dari Delik
Pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, apabila ia memenuhi
unsur yang telah disebutkan dalam rumusan Delik Pencurian ini, jadi
telah terbukti bersalah dan telah melakukan Delik Pencurian, maka dapat
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
denda stinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.
2) Mengambil. Unsur yang kedua ini dari Delik Pnecurian yang diatur
dalam Pasal 362 KUHP (wegnemen) atau mengambil. Perlu kita ketahui
bersama bahwa dalam Undang-Undang maupun dalam pembentukan
Undang-Undang tidak terdapat penjelasan tentang yang dimaksud dengan
perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata
mengambil itu sendiri mempunyai dua Arti yaitu sebagai berikut:
a) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
b) Mengambil suatu benda dari penguasan ornag lain.
Perbuatan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada pelaku,
sekalipun ia kemudian berusaha melepaskan karena diketahui tetap
dikategorikan telah melakukan Delik Pencurian sebagaimana yang sudah
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.
3) Sesuatu Barang. Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud
dan bernilai ekonomis misalnya, Barang, Kalung, Uang, dan Baju. Serta
termasuk pula sesuatu barang yang non ekonomis seperti karcis kereta
api yang telah terpakai.13
13 Ibid., h. 492.
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4) Kepunyaan Orang Lain. Barang adalah sebagai objek Pencurian yang
merupakan kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian
saja. Hal ini memiliki pengertian  meskipun barang yang dicuri ini
merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku
pencurian tersebut bisa dituntut karena sudah termasuk Rumusan Delik
Pencurian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP.
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi
objek Delik Pencurian  hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya,
sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan
sebagai objek Delik Pencurian, misalnya binatag yang hidup dialam liar
dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.
5) Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum. Unsur melawan
hukum sangat berkaitang erat dengan unsur menguasai untuk dirinya
sendiri, unsur ini akan memberikan tanda-tanda untuk menguasai barang
milik orang lain hinggah akhirnya dapat menjadi perbuatan yang dapat
dipidana.Memiliki secara melawan hukum itu dapat terjadi jika
penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu atau memalsukan surat
kuasa dan sebagainya.
Berdasarkan unsur-unsur Delik Pencurian diatas, apabila dalam suatu
perkara Tindak Pidana Pencurian atau Delik Pencurian unsur-unsur tersebut tidak
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dapat dibuktikan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, maka majelis Hakim
akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.14
Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan
dan ketelitian khusunya bagi penyidik, jaksa penuntut umum dalam menerapkan
unsur-unsur tersebut.
Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat dan
menelaah lebih jauh perbuatan seperti apa yang sebenarnya yang dilarang dan
diancam dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur
tersebut, patut kiranya dikemukakan bahwa ciri khas Delik Pencurian adalah
mengambil Barang yang selurunhnya milik orang lain atau sebagian milik orang
untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.15
3. Jenis-jenis Delik Pencurian Dalam Pasal-Perpasal
a) Pasal 362
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan
denda paling banyak enam puluh rupiah.
b) Pasal 363
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
a) Ke-1. Pencurian Ternak;
b) Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempaq
bumi, gunung meletus, hura-hura, pemberontakan dan bahaya perang
c) Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekaragan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak;
14 Ibid., h. 493.
15 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dan
Hoge Raand (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 223.
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d) Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu
e) Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama
Sembilan tahun.
c) Pasal 364
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, dan pasal 363 ke-4, begitupun
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan
dalam sebuah rumah  atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga
barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena
pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak enam puluh rupiah.
d) Pasal 365
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang,
dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
a) Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan
umum, atau dalam kereta api, atau trem yamg sedang berjalan;
b) Ke-2. Jika perbuatan dilakukan dengan dua orang atau lebih
dengan bersekutu;
c) Ke-3. Jika masuknya di tempat melakukan kejahatan, dengan
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
d) Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan  luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diternagkan
dalam nomor 1 dan 3.16
16 Ibid., h. 224.
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e) Pasal 366
Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal
362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35
no. 1-4.
f) Pasal 367
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini
adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah
meja dan tempat tidur atau terpish harta kekayaan, amak terhadap
pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau
terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda,
baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka
terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada
pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matrichal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orangl
lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas,
berlaku juga bagi orang itu.1718
C. Pengertian Anak
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut
hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara
Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengenai hak anak atau United Nation Convention on Right of the chid.
Tahun 1989, Aturan Standar Minimun Perserikatan Bangsa-Bangsa  mengenai
Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nation standard Minimun Rules for the
Administration of juvenile delinquency (“The Beijing Rules”). Tahun 1985 dan
17 Ibid., h. 225.
18 R. Soenarto Soebroto, Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta Rajawali
pers, 2009), h. 223-228.
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Deklarasi Hak Asasi Manusia atau universal Declaration of human Rights Tahun
1948.
Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya
menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum
menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam
kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8
tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum perna menikah.
Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan
definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum
adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan
dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai
tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari dari
tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum.
Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki
tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan  dalam
hukum islam.
Ter haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan
dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dsewasa yaitu
melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin,19
19 Ibid., h. 224.
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meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan
keluarga sendiri.
Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat karena
kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu
yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuannya
masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak terasebut telah dewasa. Oleh karena
itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli
psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari segi usia karena
ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir.
Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-
anak. Pandangan ahli psiskologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan
besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia
pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum
mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum
menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana
secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan
berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-
Undang No 3 Tahun 1997 pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem
peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum
mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.20
20 Ibid., h. 225-228.
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Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya juvenile justice system
mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan.
Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan
kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.21
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan
potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan
sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dari
uraian ini tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli
sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak,
anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki  sistem penilaian kanak-
kanak yang menampilkan mertabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri,
sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang
mandiri , memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh
karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-
sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remeja, dewasa, dan usia lanjut,
akan berlainan psikis maupun jasmaninya.
Seorang bayi misalnya, berlainan sifatnya dengan pemain si kecil, si
buyung atau si upik yang masih sangat kecil dan berbeda cirri dan ulahnya dengan
anak sekolah. Kehidupan psikis anak usia sekolah berbeda dengan jiwa anak
puber, sedang anak puber berbeda jasmaniah dengan kehidupan psiskisnya dengan
orang dewasa. Bahkan orang dewasa yang masih sangat muda itupun berbeda
dengan kondisi orang dewasa setengah tua. Orang setengah tua berbeda pula
21 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Cet: I; Bandung: PT Refika Aditama,
2009), h. 32-36.
32
kehidupan psikis dan fisiknya  dengan orang tua lanjut usia, sedangkan
karakteristik individu yang dibawah anak sejak lahir, cenderung akan kuat
bertahan samapai usia dewasa.
Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus
bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun
demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri
anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari
salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu
diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak.
Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan
yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak
dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut di bagi dalam tiga fase,
yakni
1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7
(tujuh) tahun yang bisa disebut dengan anak kecil dan masa perkembangan
kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan
kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa
krirtis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 samapai 14 tahun disebut sebagai
masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam dua periode
yaitu:22
22 Ibid., h. 33.
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a. Masa anak Sekolah Dasar mulai daru usia 7-12 tahun adalah periode
intektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai
dengan memasuki masyarakat di luar kelurga, yaitu lingkungan sekolah
kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta
kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat
tersimpan atau masa latensi (latensi)
b. Masa Remaja/pra-pubertas atau pubertas awalyang dikenal dengan
sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi
jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang
melimpah-limpah yang meyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar,
canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan
berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun
berlangsung sangat intensif sehiggah minat pada pengetahuan dan
pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang besifat
kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas
kecil,  di mana minatnya  terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 samapi 21 tahun, yang
dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan
adolescent, di mana terdapat  masa penghubung dan masa peralihan
dari anak menjadi orang dewasa.23
23 Ibid., h. 34-36.
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Masa Remaja atau masa pubertas dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian
yakni:
1. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas
2. Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode verneinung
3. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih empat tahun. Masa pubertas
pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa
pubertas anak laki-laki
4. Fase Adelescence, mulai kurang lebih usia17 tahun sampai sekitar 19
hinggah 21 tahun.
Fase ketiga ini mencangkup poin c dan d di atas, di dalam priode ini terjadi
perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa
pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif, sehinggah pada periode
ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digologkan ke dalam tindakan yang
menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.24
Masa Kanak-Kanak Akhir dan Anak Sekolah  (6-12 tahun)
1. Belajar keterampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari
2. Membentuk sikap yang sehat terhadap drinya sebagai organisme yang
sedang tumbuh-kembang
3. Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya
4. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan
berhitung
24 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Cet: 1; Bandung : PT. Refika Aditama, 2006),
h. 5-8.
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5. Belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria atau wanita
6. Mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari
7. Mengembangkan kata hati, moralitas dan suatu skala-skala nilai
8. Mencapai kebebasan pribadi
9. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-
institusi social masa remaja (12-21 tahun)
a) Mencapai hubungan-hubungan yang baru dan lebih matang dengan
teman-teman-teman sebaya dari kedua jenis
b) Mencapai suatu peranan sosial sebagai pria dan wanita
c) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang lain
d) Mencapai kebebasan keterjaminan ekonomis
e) Menerima dan menggunakan fisiknya secara sefektif
f) Memilih dan mempersiapkan  diri untuk suatu pekerjaan ataiu jabatan
g) Mempersiapkan diri untuk persiapan perkawinan dan berkeluarga
h) Mengembangkan konsep-konsep dan intelektual yang diperlukan
sebagai warga Negara yang kompeten
i) Secara sosial menghendaki dan mencapai kemampuan  bertindak
secara bertanggung jawab
Mempelajari dan mengembangkan seperangkat sistem nilai-nilai dan etika
sebagai pegangan untuk bertindak.25
Anak menurut Undang-Undang peradilan Anak adalah bagian dari
generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi  dan
25 Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin., Dinamika Perkembangan Anak dan
Remaja (Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 19.
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penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memilki peranan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dala
rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosila secara utuh, selaras, serasi
dan seimbang.26
Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia di
bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.27
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP  tidak merumuskan secara
eksplisist tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pada Pasal 45 dan
Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:
Pasal 45 berbunyi:
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh
memerintahkan supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak di kenakan sesuatu hukuman;
yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran
yang di terangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519,
526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun
sesuadah keputusan tersahulu yang meyalahkan dia melakukan salah satu
pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum  yang bersalah itu.
Pasal 72 berbunyi
Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang
yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau
kepada orang di bawah penilaian (curtela) lain orang bukan dari sebab
keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu
ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
26 Perundangan tentang anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 29.
27 Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Cet. 1; Surabaya: Realite Publisher, 2009), h. 41.
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Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979, maka anak
adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan
belum perna kawin.
Menurut ketentuan Pasal1 angka 8 huruf a, b dan c UU No 12 Tahun 1995
bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak
Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi
samapai berumur 18 (delapan belas) tahun.
Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan Anak. Dalam Pasal
1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk aak yang masih dalam kandungan.
Dalam Hukum Adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat
pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi
disebut anak dan telah dewasa  beraneka ragam istilahnya. Sedangkan menurut
Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat dibali
menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal  1 Juni  1955 dalam
perkara antara 1 Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Pengertian anak dalam
kaitan dengan perilaku anak nakal (Juvenile delikenquency), biasanya dilakukan
dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah
seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan
pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.28
28 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia (Cet. 1; Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 4-5.
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Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti
melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong (2000)
meliputi dimensi sebagai berikut:
1. Ketidakmampuan untuk pertranggungjawaban tindak pidana
2. Pengemablian hak-hak anak dengan jalan menstubtitusiakan hak-hak anak
yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan
maksud unutk mensejahterakan anak.
3. Reabilitasi, yaitu anak berhak unutuk mendapatkan perbaikan mental
spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak itu
sendiri.
4. Hak-hak unutk menerima pelayanan dan asuhan
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana
Di lihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak
dapat dilihat pada gambaran berikut ini, di mana di berbagai Negara di dunia tidak
ada keseragaman tentang batasan umur seseorang  dikategorikan sebagai anak
seperti
1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas  umur antara 8-
18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara
8-17 tahun, sementara ada pula Negara bagian yang lain menentukan
batas umur antara 8-16 tahun.
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun
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3. Di Austaralia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara
8-16 tahun.29
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun
5. Di  Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun);
Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).
Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunai
terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan
pertanggunjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia
minimum anak antara usai 7 dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan  dengan Instrumen
Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan
pertanggungjawaban pidana, Beijing Rules mengatur hal yang serupa, walaupun
sebenarnya berapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan
kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial
kemasyarakatan negara yang bersangkutan.
Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan
pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19
Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan
29 Ibid., h. 12.
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Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997
dan mulsi berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang No 3 Tahun  1997,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
Pasal 1 Butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan belum perna kawin. Dari rumusan yang telah ada
tersebut, Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah
mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di
bawah umur, sehinggah berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan
perlakukan khusus bagi kepentingan psikologi anak.
Apabila dilihat  batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih Gunarso
dalam makalahnya berjudul Perubahan Sosial Dalam Masyarakat yang
disampaikan dalam Seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang
dilakukan di Jakarta, meyebutkan bahwa klasifikasi perkembangan anak hinggah
dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut
Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang
berusia di bawah 12 tahun, (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara
12-15 tahun, (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15-17 tahun,
(4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun, (5) dewasa,
yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.30
30 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia (Cet. 1; Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 4-12.
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D. Unsur-Unsur Memberatkan dan Meringankan Sanksi Hukum Dalam
Pidana.
Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak
selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-
kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan
semua pihak`khususnya para orang tua. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu
banyak pihak yang tidak percaya adanya kejahatan-kejahatan yang demikian
serius dilakukan oleh anak usia belum dewasa. Fenomena meningkatnya tindak
pidana yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbading lurus dengan usia
pelakunya. Tingginya perkara anak usia belasan tahun yang telah mampu
melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, perampokan bahkan tidak sedikit pula
anak melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana layaknya dilakukan oleh
orang dewasa. Kenyataan tersebut, secara sosiologi tidak dapat diterima sebagai
suatu kenakalan semata, sehinggah secara yuridis normatif tindakan penjatuhan
sanksi yang sangat berat termasuk perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan
terhadap anak yang dikategorikan belum dewasa31.
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk
menjadi tiga bagian yaitu:
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (eenvoudigge
delicten), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2) Dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde delicten);
3) Dalam bentuk ringan (gepriviligieerde delicten).
31 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010), h .102.
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Pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua
unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pencurian (362), pembunuhan
(338), penggelapan (372). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya,
pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana
tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan,
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar
menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudia
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau faktor
peringannya, ancaman pidana terhadap terhadap tindak pidana terhadap bentuk
yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau kebih ringan
daripada bentuk pokoknya.
Faktor yang memperberat bisa terletak pada berbagai macam antara lain:
1. Terletak pada objek tertentu, misalnya ternak, (363), ibunya, bapaknya
yang sah, istrinya, anaknya (356, akta autentik (264);
2. Terletak pada direncanakannya tindak pidana (340, 342, 353);
3. Terletak pada akibat, misalnya luka berat, (365 ayat 2 sub 4, 291 ayat 1)
atau kematian (291 ayat 2, 365 ayat 3);
4. Terletak pada waktu/keadaan tertentu yang memberatkan, misalnya waktu
kebakaran, letusan banjir, dsb (363 ayat 1 sub 2);
5. Terletak pada subjek hukumnya, misalnya dua atau lebih dengan bersekutu
(363 ayat 1 sub 4).
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Sementara itu, faktor yang memperingan bisa juga terletak pada
bermacam-macam, misalnya:32
a. Terletak pada nilai, misalnya kurang dari Rp250,00 pada pasal 364, 373,
dan 379;
b. Terletak pada akibat, misalnya tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan (352 ayat 1);
c. Terletak pada subjek hukumnya, misalnya (seorang ibu, 342)33.
Dikaitkan dengan Studi Putusan Pengadilan No.272/Pid.B/2011/PN.Mks
bahwa sanksi yang memberatkan para terdakwa-terdakwa adalah perbuatan
terdakwa-terdakwa sangat meresahkan masyarakat pada umunya dan para
terdakwa-terdakwa ini sebelumnya sudah perna dihukum. Sedangkan sanksi yang
meringankan terdakwa-terdakwa adalah bahwa usia terdakwa-terdakwa ini masih
muda diharapkan dapat memperbaiki aqhlak perbuatannya.
E. Pidana dan Pemidanaan
1. Dasar Pidana dan Pemidanaan
Pemidanaan atau sering juga disebut dengan pemberian pidana
(strafteemeting), menurut soedarto dalam bukunya hukum dan hukum pidana
memberikan dua maksna yaitu:
a) Dalam arti umum yaitu pemberian pidana (poena) oleh pembentuk
undang-undang adalah hal penetapan sanksi hukum pidana (Pemberian
Pidana in Abstracto). Batasan ini didasarkan pada penganutan Asas
32 Ibid., h. 103
33 Adami Chazawi, op. cit., h. 133-135.
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Legalitas dari zaman Aufklarung yang menentukan bahwa dalam
pengenaan pidana diperlukan undang-undang lebih dahulu. Petunjuk
Undang-Undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidanaya, tidak
hanya tentang crimen atau delictum-nya ialah tentang perbuatan mana
yang dikenakan pidana.
b) Dalam arti khusus/Kongkrit yaitu menyagkut berbagai badan atau
lembaga yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum
tersebut (Pemberian Pidana in Concerto).
Sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak, hukum materill
anak yang juga termasuk pemidanan dirumuskan dalam Pasal 45, 46, dan 47
KUHP.
Dalam Pasal 45
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya, ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya, atau pemeliharaanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman
atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah
dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk
bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal
489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan
perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu
yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu
kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.
Sementara Pasal 46 Berbunyi
Jika hakim memerintahkan supaya si tersalah itu diserahkan kepada
Pemerintah, maka ia, baik ditempatkan dalam rumah pendidkan negeri,
supaya disitu atau dengan cara lain ia mendapat kepada seseorang yang ada
di negara Indonesia atau kepada Perserikatan yang mempunyai hak badan
hukum yang ada di negara Indonesia, atau kepada bakai derma yang ada di
negara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari mereka atau
kemudian dengan cara lain dari Pemerintah, dalam kedua itu selama-
lamanya sampai berumur delapan belas tahun.
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Kemudian dalam Pasal 47 Berbunyi;
1) Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimun hukuman utama yang
ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan
sepertiganya;
2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara
seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun;
3) Hukuman tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 huruf b dan 3 e tidak
dijatuhkan.
Apabila ancaman hukuman yang disediakan terhadap anak menurut KUHP
dibandingkan dengan ancaman hukuman anak dalam UU Pengadilan Anak,
bahwa UU Pengadilan Anak mengancam lebih ringan.
Dalam UU Pengadilan Anak, pola pemidanaanya dapat dilihat sebagai
berikut:
a. Terhadap anak nakal sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan (Pasal 25 ayat 1);
b. Terhadap anak anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat 2);
c. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya
seperdua dari Ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat 1),
dengan meperhatikan bunyi Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4, maka Pasal ini
diperuntukkan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun  sampai
18 (delapan belas) tahun;
d. Terhadap anak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau
seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26
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ayat 2), Pasal ini juga diperuntukkan  bagi anak nakal yang berumur 12
(dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
e. Terhadap anak nakal sebaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf  a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun) melakukan perbuatan
dan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat
dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti
Pendidikan, Pembinaa, dan Latihan Kerja (Pasal 26 ayat 3);
f. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 1 angka2
huruf abelum mencapai 12 (dua belas) tahun  melakukan  perbuatan yang
tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat
dijatuhkan  salah satu Tindakan  berdasarkan Pasal 24, 26 ayat 4);
g. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, ancaman Pidana Kurungan ayng dapat dijatuhkan seperdua dari
ancaman kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);
h. Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal seperdua
dari maksimun ancaman orang dewasa, (Pasal 28 ayat 1), yang apabila
tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat
2), dimana wajib latihan kerja tersebut dilakukan pling lama 90 hari kerja
dan lama latihannya tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan
pada malam hari (Pasal 28 ayat 3). Wajib latihan kerja yang diberikan
terhadap anak dimaksudkan selain  sebagai pengganti pidana denda juga
sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang
bermanfaat baginya;
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i. Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabila pidana penjara
yang akan  dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan ditentukannya
syarat umum dan syarat khusus, yang lamanya Pidana bersyarat tersebut
paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat umum adalah bahwa anak anakl tidak
akan melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat,
sementara syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap
memeprhatikan kebebasan anak. Bahwa selama menjalani pidana
bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas oleh jaksa atau dibimbing oleh
Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat 1 -9);
j. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, Pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan dibawah pengawasan jaksa
dan dibimbing oleh Pembibmbng Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat 1-2);
k. Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada
negara, ditematkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak
negara. (Pasal 31 ayat 1).34
Adapun Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu;
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja;
34 Nashriana, op. cit., h. 91-95.
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3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.35
Sistem pemidanaan (the sentenching system) merupakan aturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan
(the statutory rules relating to penal sanctions and punishment).Sitem
Pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudur norma
substansial. Dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem
yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan secara kongkrit sehingga
seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan
sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana
materill, substansi hukum pidana formil, dan substansi hukum pelaksanaan
pidana. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanan
dalam arti luas. Dilihat dari sudt norma-substantif, sistem pemidanaan dapat
diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materill untuk
menjatuhkan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan daalm arti substantive
diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut
masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.
Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial konrtol yang dikaitkan
dengan dan selalu mencerminkan  nilai dan struktur masyarakat, sehinggah
merupakan  suatu reafimrasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani
bersama” atau collective conscience “. Oleh sebab itu, hukum pidana yang
35 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 7.
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merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik, sudah
sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum
dan dirumuskan serta ditetapkan oleh aparat dalam system peradilan pidana.
Berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki negara untuk menjatuhkan
hukuman, maka persoalan penting yang juga sangat esensial adalah dasar-dasar
pembenar penjatuhan hukuman yang daalm lingkup hukum pidana akibatnya
berupa nestapa atau penderitaan. Upaya mencari dasar pembenar telah lama
dilakukan oleh para pemikir tempo dulu”. Menurut Simons bahwa penulis
terdahulu pada umumnya telah mencari dasar pembenar dari suatu pemidanaan
pada tujuan  yang lebih jauh  dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat
dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu pembalasan, ia merasa yakin bahwa
hinggah akhir abad ke- 18, praktik pemidanaan itu berada di bawah penagruh
darip paham pembalasan atau vergeldingsidee dan paham membuat jera atau
afschrikkingsidee. Adapun Van Hammel berpendapat bahwa hinggah akhir abas
ke-19 praktik-praktik pemidanaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok seperti
yang diungkapkan Simons, yaitu pembalasan dan membuat jera, dengan demikian
pemidanaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam, serta mencermarkan
nama baik secara berlebihan.
Hukuman diangap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang
sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan
kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan
orang lain wajar merasakan penderitaan itu.36
36 Ibid., h. 8.
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Dasar pemikiran seperti ini tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi
pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana
ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu
berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur
dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam
mejatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.
Berebda dengan dasar yang yang dikembangkan  Konsep KUHP yang
bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya alat untuk mecapi tujuan,
maka pemidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari
berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan
kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada
perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan
berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.
Dengan demikian, filosofi pemidanaan yang dikembangkan dalam
Rancangan KUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan
pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana
pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupn korban.
Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan
pada falsafah restorative.
Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini
mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, jarena berhubungan dan
berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya sering
dipakai dalam bidang hukum, khususya hukum pidana, tetapi serigkali juga.
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37dipakai dalam sehari-hari seperti dalam bidang pendidikan, moral, agama dan
lain-lain.
Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman
dalam perkara pidana, kaerap kali sinonim dengan pemidanaan, atau penjatuhan
pidana yang mempunyai arti yang sama ”sentence” atau “veroordeling”. Istilah
Pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehinggah perlu ada
pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas.
Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu.
Pidana sebagai suatu reaksi  yang sah atas perbuatan yang melanggar
hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks hukum,
agama, moral, pendidikan, dan lain-lain . Atas dasar kenyatan tersebut,
diungkapkan oleh H.L.A Hart bahwa pidaan didalamnya harus:
1. Mengandung penderitaan atau konsekuaensi-konsekuaensi lain yang tidak
menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar
melakukan tindak pidana;
3. Dilakukan denga sengajaoleh orang lain pelaku tindak pidana:
4. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai  dengan ketentuan
suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.
37 Ibid., h. 10.
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38Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja
dijatuhkan negara terhadap setiap pelaku pelanggar hukum, didalamnya
terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:
1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat lain ayng tidak meyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan yang berwenang;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.
Selain ketiga unsur tersebut. Alif Ross menambahkan dengan tegas bahwa
pidana juga harus terkandung berupa suatu kenyataan pencelaan terhadap diri si
pelaku. Ia merinci bahwa pidana merupakan reaksi sosila yang:
1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan
hukum;
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan
dengan tertib hukum yang dilanggar;
3. Mendukung penderitaan atau paling tidak konsekuaensi-konsekuaensi lain
yang tidak menyenagkan;
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan.
Berpijak dari masalah tersebut diatas, masalah pidaan dan pemidanaan
didalamnya terkandung persoalan tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan
38 Adami Chawazi, op.cit., h. 166.
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pidana terhadap para pelanggar hukum, baik berupa pidana maupun tindakan.
39Secara umum pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin
dicapai dalam pemidanaan yaitu:
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang
dengan cara-caar lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Pandangan-pandangan tentang tujuan pemidanaan sesungguhnya tidak
lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pemidanaan. Secara
tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua
kelompok teori yaitu: teori Absolut atau pembalasan (retributive), dan teori relatif
atau (Utilitarian). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh yang
berkembang dari dua mazhab/aliran dalam hukum pidana. Kedua pemikiran
tersebut adalah pemikiran klasik dan positif.
Beberapa ciri pokok atau karakteristik tujuan pemidanaan antara teori
retributive dan teori Utilitarian diuraikan oleh Karl O. Cristiansen, sebagai
berikut:
1. Tujuan pidana menurut pandanga Retributive/Pembalasan antara lain:
a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
39 Nandang Sambas, op.cit., h. 14.
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b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengadung
sarana-sarana untuk tujuan lain seperti tujuan untuk kesejahteraan
masyarakat;
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e. Pidana melihat ke belakang. Merupakan pencelaan yang murni dan
tujuannya tidak untuk memperbaiki, memdidik, atau kemasyarakatan
kembali si pelanggar.
2. Tujuan Pidana menurut pandangan teori Utilitarian/Tujuan antara lain;
a. Tujuan pidaan adalah pencegahan (prevention);
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk
mencegah kejahatan;
e. Pidana Melihat ke muka dan dapat mengadung unsur-unsur pencelaan,
tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk
kepentingan kesejahteraan anak.
Menurut Van Hammel dalam memberikan gambaran tentang pemidanaa
yang bersifat khusus adalah sebagai berikut:40
40 Op.cit., h. 15.
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a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-
nakuti oran-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-
nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat
jahatnya;
b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara
menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana khusus bersifat memperbaiki
dirinya (reclasering);
c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan
pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya;
d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum
di dalam masyarakat.41
Selanjutnya menurut Lady Wulton, tujuan dari hukum pidana untuk
mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat, dan
bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat di masa yang
lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah
menempatkan pada mens rea ditempat di tempat yang salah. Mens Rea itu hanya
penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran
apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-
perbuatan yang terlarang itu. Adalah juga tidak logis untuk menjadikan mens rea
bagian dari definisi tentang kejahatan dan suatu syarat mutlak pula bagi
pertanggungjawaban pembuat itu terhadap tindakan-tindakan yang harus
diterimanya, jika tujuan dari hukum pidana adalah pencegahan.
41 Adami Chazawi, op.cit., h. 161.
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Pendapat penulis tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk
menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat
perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata
menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali
anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbutan yang
menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya
adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana
bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah malakukan tindak
pidana.
Seorang anak tidak seutuhnya dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya  karena lingkungan dan masyarakat merupakan suatu kontrol dalam
menilai tindakan yang dilakukannya. Untuk itu perlu pengawasan yang sangat
baik dan tepat pada setiap anak yang sedang berada dalam masa perkembangan.
Undang-Undang No.4 Tahun 1979 dan PP No.2 Tahun 1988 dinyatakan
bahwa: Pembinaan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga,
masyarakat dan negara. Oleh karena perlu ditingkatkan partisipasi dan kepedulian
sosial. Mencegah orang berbuat jahat adalah kejiwaan kita semua, jangan sampai
orang melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut hukum.
Menurut aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan
pidana, memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil
tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules ada tiga tindakan yang dikenakan apabila
pelaku pelanggaran adalah anak yaitu:
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a. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya, untuk mendapatkan
pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan
akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa
menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan;42
b. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk
menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan
pendidikannya kepada perorangan atau badan/yayasan untuk dididik
sampai berusia 18 (delapan belas) tahun;
c. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang
bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi
masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang
perna dilakukannya.43
42Adami Chazawi., Op. Cit., h. 162-163.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Pengadilan
Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan
bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini
perlu penelusuran secara sistimatis terhadap instansi tersebut atas dasar
pertimbangan bahwa populasi pelanggaran yang terjadi di Pengadilan Negeri
Makassar  membuktikan semakin hari semakin meningkat pelanggaran yang
terjadi. Penulis akan terfokus kepada pelanggaran tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak secara bersama-sama.
B. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari pejabat kantor
pengadilan Negeri Makassar.
b. Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dengan cara menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian ini.
C. Metode pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu :
a. Pendekatan yuridis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
kesesuaian antara bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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b. Pendekatan sosiologis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat
pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dengan penegakan hukum,
begitupun sebaliknya.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka untuk melengkapi data primer, maka teknik pengumpulan
data yang digunakan sebagai berikut :
a. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama unutk mencari landasan teori
dari objek kajian dengan cara:
1) Mempelajari buku-buku yang berkaitang langsung dengan objek
penelitian dan materi penulisan skripsi ini;
2) Menpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan
lansung dengan penulisan skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung Kantor Pengadilan
Negeri Makassar guna melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak
tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi
ini.
Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:
1) Interview, yaitu salah satu metode mengumpulkan data yang
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengemukakan
pertanyaan-pertanyaan kepada informen ;
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2) Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dilakukan dengan sengaja
dan sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk
dilakukan pencatatan;
3) Dokumentasi, yaitu mendapatkan data sekunder dengan mempelajari
dan mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain
yang berhubungan dengan penelitian ini (petikan putusan no
272/pid.B/2011/PN.Mks).
E. Metode pengelolahan dan Analisis Data
Setelah data berhasil dikumpulkan  dari berbagai sumber, baik dari hasil
interview, literature-literatur, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan
menganalisa data tersebut. Analisis data pada penelitian hukum biasanya
dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan terkait fenomena-fenomena yang terjadi dan  dapat
diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh. maka teknik
analisanya menggunakan interpretasi berfikir sebagai berikut :
a. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada  fakta bersifat
khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak  dari
pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat
khusus.
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c. Metode Komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan
membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh
kesimpulan sebagai jawaban akhir
Dalam hukum pidana positif tampaknya tujuan pemidanaan lebih
cenderung kepada  ke arah pembalasan. Hal tersebut sebagai akibat kuatnya
pengaruh aliran dalam hukum pidana pembentukan KUHP. Ke depan tampaknya
telah terjadi pergeseran ke arah perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut
dapat kita lihat dari perkembangan perumusan tujuan  pemidanaan sebagaimana
yang tercantum dalam konsep KUHP.
Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam konsep KUHP buku 1 yang
disusun LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam pasal 2, bahwa maksud tujuan
pemidanaan ialah sebagai berikut:
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara,
masyarakat dan penduduk;
b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat
yang berbudi baik dan berguna;
c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.1
1 Nandang Sambas, op.cit., h. 20.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
Untuk melengkapi hasil penelitian penulisan skripsi hukum ini, maka
dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian di
Pengadilan Negeri Makassar berhubungan dengan Judul Skripsi Yang Diangkat
Adalah Turut Serta Pada Delik Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan No
272/Pid.B/2011.Mks). Data yang disajikan dalam bab ini membahas kepada
permasalahan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran
sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Turut Serta Pada Delik
Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak
a. Hasil Penelitian Lapangan
Fakta menunjukkan bahwa turut serta pada delik pencurian yang dilakukan
oleh anak saat ini tidak hanya terbatas pada strata sosial bawah dan strata sosial
ekonomi rendah saja, akan tetapi muncul pada semua kelas, khususnya kalangan
keluarga yang latar belakang ekonomi rendah dan berantakan yang
mengakibatkan gangguan. Akan tetapi semua bentuk ketegangan batin dan konflik
famili itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak,
sehinggah anak berkembang menjadi kriminal, brutal, tak terkendali hinggah
akhirnya anak nekat bergabung ke sembarang teman atau salah bergaul yang
akhirnya bertemu dengan anak brutal dan kriminal hingga mereka kompak untuk
melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama untuk memenuhi
kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarganya.
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Gambaran umum faktor penyebab sehinggah anak melakukan Delik
Pencurian secara turur serta yaitu:
1. Anak kurang mendapatkan perhahatian, kasih sayang,dan tuntunan
pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya
masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri;
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi ridak terpenuhi.
Keinginan  dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan,
atau tidak mendapatkan kompensasinya
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat
diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin
dan kontrol diri yang baik;
Dari bentuk akibat diatas, anak menjadi bingung, lesu, malu, sering
diliputi perasaan dendam benci sehingga anak menjadi kacau dan liar hinggah
akhirnya menjadi kriminal. Di kemudian hari mereka mencari kompensasi bagi
kerisauan batin sendiridiluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggotan
keluaega dari suatu geng kriminal lalu melakuan banyak perbuatan untuk
memuaskan batin mereka.
Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari
orang tua itu selalu merasa lesu dan merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat
berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan
reaksi kompensatoris dalam bentuk den dendam sikap bermusuh terhadap dunia
luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah lebih suka bergelandangan dan
mencari kesengaan hidup yang imaginer di temapt-tempat lain. Dia mulai
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berbohong dan mencuri untuk menarik perhatian dan mengganggu oran tuanya
atau ia mulai mengembangkan reaksi kompensatoris negatif untuk mendapatkan
keenakan dan kepuasan hidup dengan melakukan perbuatan kriminal.1 Fakta
menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara
bersama-sama saat ini tidak hanya terbatas pada starata sosial bawah dan strata
ekonomi rendah, akan tetapi juga muncul dari pada semua kelas. Khususnya di
keluarga berantakan. Memang, perceraian suami istri dan peristiwa perpisahan
tidak selamanya anak merasa tenang dengan adanya percekcokan seperti ini tapi
justru mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Di
samping itu juga menyebabkan tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber
otoritas bagi anak laki-laki hinggah anak berkembang mnejadi kasar, brutal, tidak
terkendali dan hinggah akhirny menjadi krininal.2
Secara umum dapat dinyatakan bahwa anak yang melakuakn tindak
pidana pencurian secara bersama-sama saat ini di Kota Metropolitan pada
umumnya datang dari keluarga dengan relasi manusiawi penuh konflik dan
percekcokan, yang disharmonis. Karena itu anak-anak tersebut melihat dunia
sekitar dengan melihat kecurigaan, dan menganggap manusia lain sebagai
ancaman.
Struktur anak delinquin pada umumnya menunjukkan beberapa
kelemahan/cacat dari pihak ibu antara lain:
1 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 59-60.
2 Kartini Kartono, op. cit, h. 61.
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1. Ibu ini tidak hangat, tidak mencintai anak-anaknya, bahkan sering
membenci dan menolak aknak laki-lakinya, sama sekali tidak acuh
terhadap kebutuhan anaknya;
2. Ibu kurang mempunyai kesadaran mengenai fungsi kewanitaan dai
keibuannya, mereka lebih banyak memiliki sifat kejantang-jantanan;
3. Reaksi terhadap kebutuhan anak-anaknya tidak adekuat, tidak cocock,
tidak harmonis, mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak-
anaknya, baik fisik maupun yang psikis sifatnya;
4. Kehidupan perasaab ibu-ibu tidak mantap, tidak konsisten, mudah berubah
dalam pendiriannya, tidak perna konsekuen, dan tidak bertanggung jawab
secara moral;
5. Mereka merupakan ibu-ibu yang suka melakukan tindak kriminal, dan a-
susila. Anak-anak dan remaja yang berulang kali masuk keluar penjara
(lebih dari tiga kali), pada umumnya diasuh oleh ibu-ibu yang sedemikian
ini;
6. Ibu-ibu yang neurtik, dan mempunyai bentuk-bentuk penyimpangan psikis
lainnya.
Di samping itu ada beberapa kelemahan dari pihak ayah yang
mengakibatkan anak menjadi delinquin menpunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1. Mereka pada umumnya alkolik, dan mempunyai prestasi kriminaltas,
sehinggah menyebabkan perasaan tidk aman (insenkuritas) kepada anak
dan istrinya;
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2. Ayah-ayah ini selalu gagal dalam memberikan supervise dan tuntunan
moral kepada anak laki-lakinya;
3. Mereka mendididk anaknya demgam disiplin terlalu ketat dank eras atau
disiplin dengantidak teratur, tidak konsisten;
4. Ayah-ayah ini tidak mempunyai tanggung jawab moral, sering
kontroversal dalam pernyataan dan perbuatannya;
5. Banyak dari ayah tersebut terganggu mentalnya, atau menderita defek
mentalnya;
6. Ayah-ayah yang baru pulang dari peperangan, atau baru pulang dari
tawanan yang dihantui oleh perasaan benci , kecewa dan dendam, akan
memebrikan contoh yang buruk kepada anak laki-lakinya;
7. Ayah ayng berpoligami, berulang kali,kawin dan cerai, dan sula main
perempuan, pada umumnya mengakibatkanpecahan struktur keluarganya,
disamping membuat anak laki-lakinya menjadi sangat agresif dan
kriminal.3
Banyak fakta yang membuktikan adanya relasi akrab antara kemiskinan
dan tingginya kejahatan. Kualitas dan tipe kejahatan juga sangat bervariasi yang
terjadi di Masyarakat dan juga yang diadili di Pengadilan. Fakta menunjukkan
bahwa tinkat tindak pidana pencurian saat ini yang dilakukan oleh anak secara
bersama-sama semakin tinggi dan semakin bertambah dengan meningkatnya
konflik sosial, khususnya di Kota Metropolitan saat ini yang mengalami prosos
perubahan secara cepat, karena Makassar saat ini adalah negara yang sangat maju
3 Ibid., h. 63-68.
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secara ekonomi dan teknologis maka tinkat geng-geng yang dilakukan oleh anak
begitu banyak yang dari perkumpulan dari situ hinggah muncul delinquin unutk
dilakukan secara bersama-sama.4
b. Hasil Wawancara dari Hakim Anak Oleh MAHMUD, SH,MH
Ditengah  masyarakat modern seperti sekarang ini, saatnya tidak semua
sekelompok sosial mendapatkan kesempatan yang sama untuk menapak jalan masuk
menuju kesuksesan, kekayaan dan berbagai privilege, anak-anak dari kelas ekonomi
terbelakang dan lemah dengan mudah menyerap etik kontradiktif dan kriminal, lalu
menolak konveksi umum yang berlaku, mereka menggunakan respon kriminal atau
delinquin. Maka tingkah laku delinquin anak ini merupakan reaksi terhadap kondisi
sosial yang ada. Adapun faktor penyebab sehinggah anak melakukan delik pencurian
secara turut serta disebabkan karena sebagai berikut;
1. Faktor ekonomi
Dalam kehidupan yang metropolitan saat ini bagi kalangan menengah
kebawah yang mempunyai keadaan ekonomi yang berada dibawah standar
kelayakan. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama kenapa anak melakukan
tindakan yang merugikan dan memalukan serta melanggar hukum yang berlaku.
Keadaan ekonomi yang buruk membuat anak terdorong dan termotivasi untuk
melakukan Turut Serta Pada Delik Pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-
harinya, dan untuk memberikan kepuasan dirinya meskipun perbuatan yang
dilakukannya ini sangat menodai nama keluarga yang tadinya adalah kelurga yang
baik-baik tidak mengenal kriminal tapi pada saat anaknya melakukan tindakan
4 Ibid h. 82.
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kriminal akhirnya nama keluarga yang tadinya baik-baik menjadi keluarga yang
anti kriminal.
2. Faktor Pergaulan Anak
Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama
dalam konteks cultural dan kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial
yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari
lingkungan keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang
dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk
pada suatu keluarga ang baru subkultur yang baru yang sudah bersifat delinquin.
Dengan demikian anak menjadi delinquin karena banyak dipengaruhi oleh
berbagai tekanan pergaulan yang menekan dan memaksa pada pembentukan
perilaku buru, sebagai prodaknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma
sosial dan hukum formil. Anak-anak demikian menjadi delinquin karena
transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh ekternal yang bersifat
menekan dan memaksa.
Menurut teori yang dikemukakan oleh E.Sutherland dengan nama
”Assocation Diffrential “yang menyatakan bahwa anak-anak menjadi delinquin
karena partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan
tehnik delinquin ini dijadikan sebagai sarana yang dapat memenuhi kebutuhannya
dan bersifat efektif dan efesien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.
3. Pengaruh Mass Media
Salah satu penyebab sehinggah anak melakukan kriminal atau turut serta
melakukan Delik Pencurian karena adanya media yang berpengaruh terhadap
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timbulnya kenakalan. Perkembangan zaman ini memang media dipahami
berpengaruh terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk
melakukan kenakalan , kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-
gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangya dengan bacaan-
bacaan yang buruk, maka hal ini akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi
mereka untuk berbuat  hal-hal yang baik. Ini semua disebabkan kurangnya
pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak.5
c. Faktor Penyebab Turut Serta Pada Delik Pencurian yang dilakukan
Oleh Anak Menurut Putusan Pengadilan No.272/Pid.B/2011/PN.Mks
1. Klien Adrian Bin Asdar, temapt tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Mei 1996,
klien saat ini sudah berumur 16 tahun, Agama Klieb Islam, Pendidikan Klien
SMP Kelas 11 (Putus Sekolah).
a. Kronologi terjadinya tindak pidana
Pada hari selasa tanggal 18 Januari sekitar jam 03.00 Wita, menurut
keterangan klien awalnya klien bersama-sama dengan teman klien
(LKArman, LKIcal, LKApe, LKIppan) melakukan pencurian dengan jalan
masuk kedalam pondok kembar JL. Perkebunan Kec Panakukang
Makassar, pada saat itu teman klien yang bernama LKTalib, LKIppan, dan
LKIccal masuk kedalam kamar kost lalu mengambil dua buah HP setelah
mengambil barang tersebut teman klien langsung keluar, namun pada saat
teman klien keluar tidak memperhatikan merek HP yang diambil oelh
teman klien. Selanjutnya klien bersama dengan temannya yang bernama
5 Pundjo Hunggul Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, wawancara oleh
penulis di Makassar, 10 Februari 2012.
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LKIcal dan LK Arman masuk kedalam pekarangan rumah kost (pondok
kembar) lalu klien mambuka kaca nako didepan kamar setelah kaca nako
terbuka klien memasukkan tangannya untuk membuka gerendel pintu
kamanr lalu masuk kedalam kamar setelah berada dalam kamar kilie
mengambil satu buah HP Nokia 6300 warna huitam, 1 buah HP tipe 1600
warna putih kombinasi merah dan satu buahHP merek Nokia Type E.71
serta satu buah tas merek CL warna hitam yang didalamnya yang
didalamnya satu dompet yang berisi uanh tunai Rp.675.000. Sedangkan
LKArman dan LKApe mengawasi situasi salah satu pos jaga yang tidak
jauh dari pondok tersebut, dan saat itu pula pos tersebut dalam keadaan
sepi hal itu dilakukan oleh teman klien jangan sampai ada orang yang
melihat serta ada orang yang lewat dan mengtahui  tentang apa yang kami
kerjakan pada saat itu. Selanjutnya pada ahri Kamis tanggal 21 Januari
2011 klien ditangkapbersama dengan teman klien (Arman) beserta barabg
bukti  berupa HP Nokoa Type E.71 dan satu buah hendy cam merek sanyo
disita oleh petugas  Sekta Panakukang guna penyidikan lebih lanjut.
b. Jenis Tindak Pidana
Klien tersangka dalam kasus turut serta pencurian, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e dank e 4e KUH. Pidana, Klien
ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsekta Panakukang, pada tanggal, 20
Januari 2011.
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c. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana
Awalnya klien diajak oleh temannya yang bernama lelaki Ical, Ippan untuk
pergi jalan ke perkebunan degan maksud untuk duduk-duduk dipos
pengamanan namun tidak lama kemudian klien berteman memasuki kost
dengan maksud untuk mengambil barang-barang lau dijual bersama dari
hasil penjualan dipakai untuk membeli makanan dan minuman, klien
sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu, faktor yang ditimbulkan
klien ini semuanya disebabkan karena kurangnya pengawasan dari kedua
orang tua. Klien melakukan pencurian secara turut serta dengan teman
klien karena pada saat itu klien tidak mempunyai uang untuk membeli
makanan dan minuman
d. Motivasi klien melakukan tindak pidana
Klien secara bersama-sama melakukan pencurian dengan maksud untuk
membeli makanan dan minuman serta dipakai untuk membayar ongkos
warnet akjirnya klien pada saat itu nekat memasuki rumah kost dan
mengambil barang elektronik serta uang tunai.
e. Peranan klien dalam Tindak Pidana
Peran klien membuka kaca nako pada kamar kost setelah terbuak tangan
klien dimasukkan kedalam untuk membuka gerendel pintu kamar setalah
terbuak klien masuk kedalam kamar turut serta LKIcal, LKArman, untuk
mengambil barang berupa HP.
70
2. Klien Muh Ali Thali Bin Thalib
a. Kronologi Terjadinya Tindak Pidana
Pada hari selasa tanggal 18 Januari sekitar jam 03.00 Wita, menurut
keterangan klien awalnya klien bersama-sama dengan teman klien
(LKArman, LKIcal, LKApe, LK Ippan) melakukan pencurian dengan
jalan masuk kedalam pondok kembar JL. Perkebunan Kec Panakukang
Makassar, pada saat itu teman klien yang bernama LKAdrian, LKIppan,
dan LKIccal masuk kedalam kamar kost lalu mengambil dua buah HP
setelah mengambil barang tersebut teman klien langsung keluar, namun
pada saat teman klien keluar tidak memperhatikan merek HP yang diambil
oelh teman klien. Selanjutnya klien bersama dengan temannya yang
bernama LKApe dan LK Ippan mengawasi situasi salah satu pos jaga tidak
jauh dari pondokan tersebut, dan saat itu pula pos tersebut, hal itu
dilakukan oleh teman klien bersama klien jangan sampai ada orang yang
melihat serta ada orang yang lewat dan mengtahui  tentang apa yang kami
kerjakan pada saat itu. Selanjutnya pada ahri Kamis tanggal 21 Januari
2011 klien ditangkapbersama dengan teman klien (Adrian) beserta barabg
bukti berupa HP Nokoa Type E.71 dan satu buah hendy cam merek sanyo
disita oleh petugas  Sekta Panakukang guna penyidikan lebih lanjut.
b. Jenis Tindak Pidana
Klien tersangka dalam kasus turut serta pencurian, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e dank e 4e KUH. Pidana, Klien
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ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsekta Panakukang, pada tanggal, 20
Januari 2011.
c. Latar Belakang Tindak Pidana
Awalnya klien diajak oleh temannya yang bernama lelaki Ical, Ippan untuk
pergi jalan keperkebunan degan maksud untuk duduk-duduk dipos
pengamanan namun tidak lama kemudian klien berteman memasuki kost
dengan maksud untuk mengambil barang-barang lau dijual bersama dari
hasil penjualan dipakai untuk membeli makanan dan minuman, klien
sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu, faktor yang ditimbulkan
klien ini semuanya disebabkan karena kurangnya pengawasan dari kedua
orang tua. Klien melakukan pencurian secara turut serta dengan teman
klien karena pada saat itu klien tidak mempunyai uang untuk membeli
makanan dan minuman.
d. Motivasi Klien
Klien secara bersama-sama melakukan pencurian dengan maksud untuk
membeli makanan dan minuman serta dipakai untuk membayar ongkos
warnet akjirnya klien pada saat itu nekat memasuki rumah kost dan
mengambil barang elektronik serta uang tunai.
e. Peranan Klien dalam Tindak Pidana
Peran klien mengawasi situasi disekitar pos jaga yang tidak jauh dari
lokasi pencurian selain itu pula klien juga mengantisipasi jangan sampai
ada orang yang lewat dan tahu apa yang dilakukan  teman-teman klien,
keadaan ekonomi keluarga klien ini dikategorikan sebagai ekonomi
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menengah ke bawah, ibu klien sebagai penjual baju kecil-kecilan
sedangkan ayah klien sebagai penjual barang campuran namun karena
ayah klien sudah cerai dengan ibu klien sehinggah ayah klien tidak
menaruh perhatian  terhadap klien lagi.
3. Klien Ikhsan (Ape), tempat tanggal lahir 01 oktober, umur 13 tahun,
pekerjaan jual Koran.
a. Kronologi Terjadinya Tindak Pidana
Pada hari selasa tanggal 18 Januari sekitar jam 03.00 Wita, Bertempat Di
Pondok Kembar Jalan. Perkebunan, Kec. Panakukang Kota Makassar klien
dipanggil oleh temannya Ippan untuk melakukan pencurian bersama-sama
dengan temannya yang sebelumnya sudah mengetahui akan maksud
pertemuan mereka, pada saat bertemu klien bersama kelima temannya
melakukan perjalanan menuju ke Pondok Kembar Jalan Perekebunan
setibanya mereka ditempat tujuan mereka untuk melakukan pencurian
klien dengan kedua temannya (Ali dan Ippan), mengawasi kondisi
disekitar salah satu pos jaga yang tidak jauh dari lokasi tempat pencurian,
yang pada saat itu kondisi Pos dalam keadaan tidak ada orang, sementara
teman klien yang lain, (Arman, Adrian dan Ical) masuk kedalam
pekarangan rumah kos, kemudian masuk kedalam salah satu kamar kost
mengambil lima buah HP, satu buah tas warna hitam merk CL, dan satu
unit handy cam merek Sanyo warna kombinasi hitam. Dimana hasil curian
tersebut kloien tidak tahu disimpan atau dijual oleh siapa, karena klien
hanya diberi uang sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) saja.
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Pada hal menurut klien, mereka sepakat untuk dijual dan uangnya dibagi
rata, Selang beberapa hari kemudian klien dikejar oleh beberapa orang
Polisi yang berpakaian Preman.
b. Jenis Tindak Pidana
Klien tersangka dalam kasus pencurian, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 365 ayat (1) ke 3e jo 55, 56 KUH.Pidana. Berdasarkan laporan polisi
No. Pol : LP/1/2011 Sekta tanggal 26 Januari 2011 yang terjadi di Jln. Kec
Panakukang Kota Makassar pencurian secara bersama-sama, lalu klien
ditangkap oleh pihak Kepolisian Sekta Kota Panakukang Makassar pada
tanggal 22-02- 2011.
c. Latar Belakang Klien
Klien melakukan pencurian secara bersama-sama dengan temannya,
dimana klien berperan sebagai pengintai diluar rumah, kyrangnya
pengawasan dari kedua orang tua, pada malam itu klien keluar larut malam
tanpa izin orang tua.
d. Motivasi klien
Klien pada awalnya tidak perna berkeinginan untuk melakukan pencurian,
hanya karena dipanggil oleh temannya (Ippan).
e. Peran Klien
Klien berperan sebagai orang pengintai diluar rumah dekat Pos jaga
bersama-sama dengan lelaki Ali dan Ippan. Keadaan ekonomi klien ini
bisa dikategorikan sebagai pasa-pasan dalam menjalani kehidupan diman
klien ini anak sebagai tukang batu dan kayu dank lien dibina dan didik
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hinggah disekolahkan sampai tingkat SD, berhenti karena faktor ekonomi,
orang tua klien tidak mampu untuk menyekolahkan ketingkat menengah
akhirnya klien putus sekolah.
4. Klin Arman Bin Arsyad,  temapt tanggal lahir klien, 29 September, 2993,
umur klien saat ini 17 tahun.
a. Kronologi Terjadinya Tindak Pidana
Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar ajm 03.00 Wita, tepatnya
di Pondok Kembar dalam kamar tidur korban/ Arnita, Herlina dan Abd
Hamid, sebelum klien melakukan pencurian tersebut klien terlebih dahulu
dihubungi oleh Iccal yang pada saat itu klien sedang kumpul-kumpul
dengan teman-temannya. (Adria, Ali, Appe, dan Ippan) di Jalan. Karuwisi
yang saat itu dipanggil oleh Iccal bahwa “sini kita ke perkebunan” yang
saat itu klien dan teman-temannya sudah tahu bahwa akan melakukan
pencurian. Klien bersama-sama dengan Iccal dan Adrian masuk kedalam
pekarangan rumah kost (Pondok Kembar) setibanya didalam pekarangan
lelaki Adrian membuka kaca nako sebuah kamar kost, kemudia setelah
kaca tersebut terbuka lelaki Adrian memasukkan tangan kirinya kedalam
dan pada saa itu kunci/gerendel pintu kamar langsung terbuak, setelah itu
klienAdrian, dan Iccal langsung masuk kedalam kamar, dan pada saat itu
posisi/peran klien mengambil 1 (satu) buah HP merek Nokia namun
typenya klien tidak tahu akan tetapi bentuknya seperti ketupat warna putih
kombinasi hitam da satu buah tas warna  putih kombinasi merah yang
berisi uasng tunai sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah),
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sedangkan Adrian mengambil satu buah HP Nokia Type 6300 warna
hitam, 1 buah HP merek Nokia Type 1600 warna putih kombinasi merah,
1 buah HP Nokia Type E.71 warna hitam, 1 buah handyh cam merek
Sanyo warna pink, 1 buah tas warna hitam merek CL yang berisi satu buah
dompet yang berisi uang  tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu
rupiah), sedangkan Iccal tida ada yang diambil karena masuk sebentar dan
langsung keluar melihat situasi dan kondisi diluar kamar jangan sampsi
ada orang yang dating, setelah itu klien dan kedua temannya lasngsung
meninggalkan TKP sambil membawa barang-barang serta uang hasil
curian menuju ketempat dimana lelaki Ali, Ape, dan Ippan mengawasi
situasi dan kondisi disekitar Pos jaga yang pada saat itu sepi yang tidak
jauh dari pondok kembar di jalan Perkebunan, setelah itu klien dan kelima
temannya kembali berkumpul dan pulang secara bersama-sama sambil
membawa uang dan barang hasil curian. Selang beberapa hari kemudian
klien ditangkap tepatnya hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam
23.30 Wita, yang pada saat itu klien sedang berada didepan salah satu
warnet di Jl Abu Bakar Lambogo, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang
Polisi berpakaian preman langsung menagkap klien dan membawa klien
ke Polsek Panakukang Kota Makassar, kemudia ditahan pada saat itu juga
untuk proses Pemeriksaan lebih lanjut.
b. Jenis Tindak Pidana
Klien tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian, sebagaimana yang
dimaksud dala Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e jo, 55,56 KUH. Pidana, klien
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ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Panakukang, pada hari Sabtu
tanggal 22 Januari 2011.
c. Latar Belakang
Klien melakukan pencurian tersebut karena klien  diajak oleh temannya
yang bernama Iccal untuk melakukan pencurian secara bersama-sama.
d. Motivasi Klien
Klien melakukan pencurian tersebut karena ingin membeli minuman keras
dan diajak oleh temannya Iccal.
e. Peran Klien Dlam Tindak Pidana
Klien bersama kedua temannya (Ical dan Adrian) masu kedalam kamar
kost mengambil lima buah HP, satu unit Hnadi Cam, satu buah tas berisi
dompet dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta  tujuh ratus ribu
rupiah).
Berdasarkan Fakta-fakta diatas yang menguraikan tentang faktor penyenbab
turut serta delik pada pencurian yang dilakuakan oleh anak maka dapat
disimpulkan bahwa salah satu penyeybab utama sehingga anak melakukan
turut serta pada delik pencurian karena faktor ekonomi, kurangnya
pengawasan orang tua terhadap anak, dan faktor pergaulan hinggah akhirnya
anak mengenal dengan dunai kriminal.
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B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Anak Dalam Menjatuhkan Putusan
Terhadap Turut Serta Pada Delik Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak
(Putusan Pengadilan No.272/pid.B/2011/PN.Mks)
a. Dasar Pertimbangan Keputusan Hakim
Hakim yang menagani perkara pidana anak sedapat mungkin menganmbil
tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan
rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (a bad
home is better than a good institution/person). Hakim segoyahnya benar-benar
teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam
megambil keputusan, hakim garus benar-benar memperhatikan kedewasaan,
emosional, mental dan intelektual anak. Dihindarkan keputusan Hakim yang
mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas
kesadaran bahwa keputusan haikm bermotif  perlindungan. Dalam megambil
keputusan Hakim wajib mendegarkan dan mempertimbangkan dari penelitian
Kemasyarakatan. Kegunaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan bagi Hakim dalam
menjatuhkan putusannya harus bersifat bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan
putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakan
kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili  suatu perkara,
sebagai manusia yang tidak luput dari keikhlafan, lupa dan aneka ragam kesalahan
yang dapat menimbulkan kerugian apada orang lain. Umumnya bila hakim telah
mengetokkan palunya dalam suatu prkara, selalu ada pihak yang dirugikan, baik,
hal ini dapat dikategorikan sebagai  “Onrechtmatige overheidsdaad”. Apabila hal
ini terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka akan daapt diperbaiki dalam
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Pengadilan yang lebih Tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung,
namun yang sulit adalah ada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak,
patut diperhatikan pidana ayng tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut
dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak,  tempat
menjalankan hukuman. Berdasarkan Penelitian Normatif, diketahui bahwa yang
menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain:
keadaan Psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana, keadaan psikologi
anak setelah pidana, keadaan psikologi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
1) Keadaan Psikologi anak pada saat melakukan  tindak pidana
Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak
melakukan tindak pidana. Misalnya, anak melakukan tindak pidana tersebut
karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor
lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi
pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada anak.
2) Keadaan Psikologi anak setelah dipidana
Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap
anak setelah dipidana. Pemidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk
memidana, malainkan untuk menyadarkan anak, agar tidak melakukan tindak
pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana.
Perekmbanga jiwa anak setelah menjalani pidana, menjadi perhatian hakim
dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan
perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya,
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anak akan menjadi lebi buruk. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus
mampu mempertimbangkan atau memprediksi keadaan psikologi  anak
setelah dipidana.
3) Keadaan psikologi Hakim dalam menjatuhkan hukuman
Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan
anak. Jika kenakalan yang dilakukan anak menurut pertimbangan hakim
sudah keterlaluan atau membahayakan masyarakat, maka hakim dapat
menjatuhkan pidana. Atas pertimbangan kepentingan anak, hakim dapat
memutuskan agar  anak di serahkan ke Departeman  Sosial atau Organisasi
Sosial Kemasyarakatan untuk untuk dididik, dilatih dan dibina. Hakim juga
dapat memutuskan juga dapat memutuskan menyerahkan anak ke pesantren
atau panti sosial lainnya, sesuai agama yang dianut oleh anak. Apabila hakim
merasa perbuatan anak tidak terlalu berat dan tidak membahayakan , maka
hakim dapat mengembalikan anak kepada orang tua atau orang tua asuhnya,
untuk lebih diperhatikan dan diawasi dan dibina kembali. Diharapkan orang
tua/wali dan orang tua asuhnya dapat memahami atau menyadarkan anak,
agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri, sendiri, keluarga,
dan masyrakat sekitarnya. Pasal 52 ayat (1) Rancangan KUHP.Nasional
(tahun 1999-2000), menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim
mempertimbangkan: kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak
pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana,
riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan tindakan
pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa
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depan pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, pengaruh tindak
pidana terhadap korban atau keluarga korban, tindak pidana dilakukan dengan
berencana.
Pertimbangan kepribadian pelaku, usia, tingkat pendididkan, jenis
kelamin, lingkunga, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan keputusan
disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang
berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi, psikologi
perlu dimiliki oleh Hakim. HAM dijadikan sebagai ukuran seseorang dipandang
bertanggungjawab atau, sehinggah keadilan tercermin dalam keputusan hakim.
Pedoman penerapan pidana penjara, sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal:
a) terdakwa masih sangat muda, yaitu dibawah  18 (delapan belas) tahun atau
sudah sangat tua, yaitu, diatas 70 (tujuh puluh) tahun, b) terdakwa baru pertama
kali melakukan tindak pidana, c) kerugian dan penderitaan korban tindak pidana,
tidak terlalu berat, d) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban, e)
terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan
menimbulkan kerugian yang besar, f) tindak pidana terjadi karena hasutan yang
sangat kuat dari orang lain, g) korba tindak pidana mendorong terjadinya tindak
pidana tersebut, h) tindak pidana tersebut akibat dari suatu keadaan yang tidak
mungkin terulang lagi, i) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia
tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, j) pidana perampasan kemerdekaan
akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun bagi
keluarganya, k) pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan
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cukup berhasil untuk diri terdakwa, i) penjatuhan pidan yang lebih ringan, tidak
akan mnegurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
Perhatian secara khusus terhadap faktor-faktor yang meringankan, yang
melekat pada pelaku juga diperhatikan, misalnya: a) karakter yang baik, b) rasa
penyesalan yang dalam, c) mengaku salah, d) rekor pekerjaan yang baik, e)
masalh keluarga, f)  umur, g) tidak cakap, h) kemungkinan stres emosional, i)
kondisi fisik yang cacat, j) pendapatna yang sangat rendah, k) akibat provokasi.
Hal ini ditimbang pula dengan: a) pemidanaan sebelumnya, b) perencanaan
perbuatan dan sebagainya. Pasal 124 KUHP Nasional (tahun 1999-2000),
menentukan bahwa faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi: a)
percobaan melakukan tindak pidana, b) pembantuan terjadinya tindak pidana, c)
penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak
pidana, d) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita  hamil, e) pemberian ganti
kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak
pidana yang dilakukan, f) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan  jiwa
yang sangat hebat, atau g) tindak pidana  yang dilakukan oleh pembuat
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 35 (Setiap orang yang pada waktu
melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita
gangguna jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi
atau dikenakan tindakan). Dalam Pasal 126 Rancangan KUHP Nasional
(Tahun1999-2000), dirumuskan bahwa hal-hal yang memperberat pidana adalah:
a) pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau
tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai  negeri dengan menyalagunakan
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kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, b)
Penggunaan bendera kebangsaan, atau lambing negara Indonesia pada waktu
melakuka tindak pidana, c) penyalagunaan keahlian atau profesi untuk melakukan
tindak pidana, d) tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa bersama-sama
dengan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, e) tindak pidana yang
dilakukan secara bersekutu, bersama-sama dengan kekerasan, dengan cara yang
kejam, atau dengan berencana, f) tindak pidana yang dilakukan pada waktu tejadi
huru-hara atau bencana alam, g) tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi
negara dalam keadaan bahaya, (ayat 1 dan ayat 2 ). Pemberatan pidana berlaku
terhadap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima
tahun sejak: a) menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan, b)
pidana pokok yang dijatuhkan dihapuskan, atau c) kewajiba menjalani pidana
pokok yang dijatuhkan belum daluawarsa.
Berdasarkan uraian diatas, dapt diketahui bahwa dasar pertimbangan
hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, adalah latar belakang kehidupan
anaknya yang meliputi keadaan anak bail fisik, psikis, sosial maupun
ekonominya, keadan rumah tangga orang tua atau walinya, keterangan mengenai
anak sekolah atau tidak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya,
yang dapat diperoleh Hakim dari laporan penelitian dari peneliti Kemasyarakatan.
Pertimbangan dijatuhkannya pidana adalah dengan harapan selama berada
di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak yang bersangkutan mendapat bimbingan
dan pendidikan dari pembimbing Kemasyarakatan. Pelaku kenakalan yang
dijatuhi pidana, agar terhindar dari lingkungan yang tidak  baik. Dalam
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menjatuhkan pidana terhadapa anak nakal , Hakim memperhatikan hal-hal yang
dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan. Hal-hal yang
memberatkan seperti: 1) Perbuatan tersebut berlebihan dan bahkan menyamai
kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, 2) anak perna dihukum, 3) usianya
sudah mendekati dewasa, 4) anak cukup berbahaya. Hal-hal ayng meringankan
seperti: 1) si terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, 2) terdakwa
menyesali perbuatannya, 3) terdakwa belum perna dihukum, 4) terdakwa masih
muda dan masih banyak baginya kesempatan unutk memperbaiki kesalahannya,
5) bila tindakannya dilatarbelakangi pengaruh yang kuat dari keadan
lingkungannya, keluarga berantakan, anak ditelantarkan atau kurang diperhatikan
orangtuanya.6
b. Posisi Kasus
Berawal ketika terdakwa Arman, Iccal, Appe pada hari selasa tanggal 18
Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun  2011, bertempat di Pondok Kembar Jalan Perkembunan Kec,
Panakukang Makassar yang dimana tempat ini merupakan wilyayah hukum
Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil 1 (satu) buah Nokia warna Hitam,
1(satu) buah HP Type 1600 warna hitam kombinasi merah, dan 1(satu) buah HP
Nokia Type E.71 sera 1 (satu) buah Tas merek CL warna hitam yang didalamnya
1(satu) dompet yang berisi uang tunai Rp.675.000. Sedangkan Arman dan Ape
mengawasi situasi salah satu pos jaga yang tidak jauh dari pondok tersebut, dan
saat itu pula pos tersebut dalam keadaan sepi hal itu dilakukan oleh teman klien
6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama,
2008), h. 120-124.
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jangan sampai ada orang yang melihat serta ada orang yang lewat dan mengetahui
tentang apa yang mereka kerjakan pada saat itu. Disitulah mereka klien beraksi un
tuk mengambil barang yang tersimpan dalam gerendel dalam keadaan terkunci
yang seluruhnya atu sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Arnita
dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu.
c. Dakwaan Penuntut Umum
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap Turut Serta Pada Delik
Pencurian yang Dilakukan Oleh Adrian bersama dengan Appe, Iccal dan Muh
Thalib yang dibacakan pada persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan
Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
1) Primair
Berawal ketika terdakwa Arman, Iccal, Appe pada hari selasa tanggal 18
Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
lain dalam tahun  2011, bertempat di Pondok Kembar Jalan Perkembunan
Kec, Panakukang Makassar yang dimana tempat ini merupakan wilyayah
hukum Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil 1 (satu) buah Nokia
warna Hitam, 1(satu) buah HP Type 1600 warna hitam kombinasi merah, dan
1(satu) buah HP Nokia Type E.71 sera 1 (satu) buah Tas merek CL warna
hitam yang didalamnya 1(satu) dompet yang berisi uang tunai Rp.675.000.
Sedangkan Arman dan Ape mengawasi situasi salah satu pos jaga yang tidak
jauh dari pondok tersebut, dan saat itu pula pos tersebut dalam keadaan sepi
hal itu dilakukan oleh teman klien jangan sampai ada orang yang melihat
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serta ada orang yang lewat dan mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan
pada saat itu. Disitulah mereka klien beraksi un tuk mengambil barang yang
tersimpan dalam gerendel dalam keadaan terkunci yang seluruhnya atu
sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Arnita dengan maksud
untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu.
2) Subsidair
Bahwa berawal ketika terdakwa Arman bersama-sama dengan terdakwa Ape,
Iccal, dan Ippan, melakukan pencurian dengan jalan masuk ke dalam Pondok
Kembar, jalan Perkebunan, Kec, Panakukang Makassar, pada saat itu teman
klien yang bernama Thalib, iccal dan Ippan masuk kedalam kamar kost lalu
mengambil 2 (dua) buah HP serelah mengambil barang tersebut teman klien
langsung keluar, namun pada saat teman klien keluar tidak memperlihatkan
tentang merek HP yang diambil oleh teman klien, selanjutnya klien bersama
dengan temannya yang bernama Ical dan Arman masuk kedalam pekarangan
rumah kost (pondok kembar) lalu klien membuka kaca nako didepan kamar
setelah kaca nako terbuka klien memaukkan tangannya untuk membuka
gerendel pintu kamar lalu masuk kedalam kamar, setelah berada dalam kamar
klien mengambul 1(satu) buah HP Nokia 6300 warna hitam,1 (satu) buah HP
Type 1600 warna putih kombinasi merah dan 1(satu) buah HP Nokia Type
E.71, serta 1(satu) buah tas merek CL warna hitam yang didalamnya satu
dompet yang berisi usng tunai Rp. 675.000. lalu para terdakwa ini membawa
barang tersebut ke tempat dimana mereka sering kumpul-lumpul bersama
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dengan tujuan untuk menjual barang tersebut setelah itu barang sudah terjual
hasilnya akan dibelikan makanan dan minuman dan juga dipakai untuk
ongkos warnet. Dan pada saat melakukan pencurian sempat didengar oleh
salah satu tetangga korban kedengaran berisik namun ia tidak tahu bahwa
orang tersebut pelaku pencurian.
Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepada terdakwa, sebagaimana yang diketahui bahwa terdakwa diajukan
kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:
a) Dakwaan tunggal 363 ayat (1) ke 4 KUHP
Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yaitu:
1) Barang siapa;
2) Mengambil barang sesuatu;
3) Yang seluruhnya atau sebagiab milik kepunyaan orang lain;
4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
6) Dilakukan pada malam hari;
7) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8) Turut serta melakukan perbuatan;
9) Dengan sengaja memberi bantuan.
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Adapun penjelesana dari Unsur-unsur diatas yaitu
1) Unsur barang siapa
Pembahasan ini adalah adalah tersangka Adrian, Ippan,iccal dan Ippan
(DPO), telah terpenuhi unsur berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan
terdakwa sebagai berikut:
(1) Tersangka Adrian, dalam peeriksaan bahwa ia mengakui teru terang
telah melakukan pencurian di Pondok Kembar Jl. Panakukan Kec.
Panakukang Kota Makassar pada ahri selasa tanggal 18 Januari 2011
sekitar jam 03.00 Wita  secara bersama-sama dengan Ali, Arman,
Appe, dan Iccal.
(2) Tersangka Ali dalam pemeriksaan bahwa ia mengakui terus terang
telah melakukan pencurian di Pondok Kenmbar Jl. Perkebunan Kec.
Panakukang Kota Makassar padsa ahri selasa tangaal 18 Januari 2011
sekitar jam 03.00 Wita secara bersama-sama sengan Adrian, Arman,
Ape Iccal dan Ippan;
(3) Tersangka Arman, dalam pemeriksaan bahwa ia mengakui terus
terang telah melakukan pencurian di Pondok Kembar Jalan,
Perkebunan. Kec Panakukang Kota Makassar pada hari selasa tanggal
18 januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, secara bersama-sama dengan
Adrian, Appe, Iccal dan Ippan;
(4) Tersangka Appe, dalam pemeriksaan bahwa ia mengakui terus terang
telah melakukan pencurian di Pondok Kembar Jalan, Perkebunan. Kec
Panakukang Kota Makassar pada hari selasa tanggal 18 januari 2011
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sekitar jam 03.00 Wita, secara bersama-sama dengan Adrian, Arman,
Iccal dan Ippan;
(5) Pada saat ditunjukan barang bukti yang telah disita oleh penidik
kepada Saksi/Korban, dan tersangka yaitu berupa 1(satu)  buah tas
merek CL warbna hitam, 1 (satu) buah Hnady cam Merk Sanyo Pink,
1 (satu) buah Hnadphone Merk Nokia Type 6300 warna hitam, 1(satu)
buah HP merek Nokia E.71 warna hitam Saksi masih mengenali
barang-barang tersebut karena barang0barang tersebut yang dicuri
pada saat itu tersangka mengakui bahwa barang-barang tersebut
diambil oleh tersangka pada saat itu tanpa seijin dan sepengatahuan
Saksi sebagai pemilik;
2) Unsur Mengambil barang sesuatu
(1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan
bahwa benar terdakwa Adrian, Arman dalam pemeriksaan mengakui
bahwa mereka bertiga bersama dengan Iccal yang masuk kedalam
kamar kemudian yang berperan mengambil, mengawasi atau melihat
situasi adalah Appe, Iccal, dan Ippan;
(2) Tersangka Ali, Ape dalam pemeriksaan mengakui bahwa pada saat
tersangka Adrian, Armand an Iccal masuk kedalam dan mengambil
atau mencuri barang-barabg milik orang lain, pada saat itu Ali, Appe
dan Ippan bersama-sama mengawasi situasi diluar di dekta Pos jaga
yang tidak berjauhan dengan TKP dengan maksud untuk mengawasi
jangan sampai ada orang lain yang dating dan mengetahui perbuatan
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mereka, sedangkan Iccal saat itu ikut bersama-sama masuk ke dalam
kamar di TKP bersama-sama dengan tersangka Adrian dan Arman;
(3) Saksi korban Arnita membenarkan bahwa pada hari selasa tanggal 18
januari 2011 sekitar jam 03.00 telah kehilangan barang 1 (satu ) buah
tas merk CL warna hitam, 1 (satu)  buah HP Nokia 1600 warna hitam,
1(satu) buah Handy cam merk Sanyo warna Pink yang saat ini telah
disita oleh penyidik sebagai barang bukti;
(4) Saksi korban Herlina membenarkan bajwa pada hari selasa tanggal 18
januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita telah kehilangan barang antara
lain 1 (satu) buah  HP Merk Nokia Type E.71 warna hitam yang saat
ini telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti;
(5) Saksi Korban Abd Hamid membenarkan bajwa pada hari selasa
tanggal 18 januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita telah kehilangan
barang antara lain 1 (satu) buah  HP Nokia Type 7610 warna putih
dan kombinasi hitam bentuknya seperti ketupat, satu buah tas warna
merah kombinasi abu-abu merk Xspo dan uang tunai sebesar
Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), namun sampai
dengan saat ini pemeriksaan barang-barang tersebut belum ada yang
ditemukan.
3) Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
Telah terpenuhi berdasarkan keterangansaksi, tersangka dan barang bukti:
(1) Saksi korban Arnita menerangkan bahwa barang-barang tersebut, butir
2b diatas adalah miliknya;
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(2) Saksi Korban Herlina mnerangkan bahwa barang-barang tersebut butir
2c diatas adalah miliknya;
(3) Tersangka Adrian, Ali, Arman, Ape mengakui bahwa pada saat
mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada saat itu tanpa
seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
4) Unsur  dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah
terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi, tersangka ada barang bukti:
(1) Saksi korban Arnita, Herlina, Abd Hamid menerangkan bahwa barang
miliknya tersebut pada saat diambil atau dicuri adalah tanpa
sepengetahuan/seijin mereka karena pada saat itu mereka sedang
tertidur dan tidak tahu siapa yang mnegambil barang-barang milik
mereka pada saat itu;
(2) Tersangka Adrian, Arman mengakui bahwa pada saat masuk kedalam
kamar kemudian mengambil barang-barang pada saat ini telah disita
oleh penyidik pada saat itu tanpa seijin atau sepengetahuan
pemiliknya;
(3) Tersangka Adrian, Arman, Ali, Appe menyadari bahwa mengambil
barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah suatu
perbuatan pidana dan melanggar hukum.
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5) Unsur dilakukan pada malam hari, telah terpenuhi berdasarkan
keterangan Saksi, tersangka dan barang bukti:
(1) Tersangka Adrian, Arman, Ali, Appe, menerangkan bahwa tindak
pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 18
Januari 2011, sekitar jam 03.00 Wita (malam hari);
(2) Saksi korban Arnita, Herlina, dan Abd Hamid, menerangkan bahwa
pelaku mengambil barang-barang milik mereka pada ahri selasa
tanggal 18 Januari 2011, sekitar Jam 03.00 (malam hari) disaat mereka
bertiga sedang dalam keadaan tertidur;
6) Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, telah
terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi, tersangka dan barang bukti:
(1) Tersangka Adrian, menerangkan bahwa sebelumnya melakukan
pencurian terlebih dahulu  berkumpul dengan tersangka lainnya yaitu,
Ali, Appe, Iccal, dan Ippan, di jalan Karuwisi Makassar, kemudian
merencanakan Pencurian di Jalan Perkebunan.
(2) Tersangka Ali menerangkan bahwa tersangka bersama-sama dengan
Arman, Adrian, Iccal, dan Ippan melakukan pencurian di Pondok
Kembar Jalan Perkebunan Kota Makassar saat itu, dan tersangka Ali
saat itu diajak oleh Iccal;
(3) Tersangka Arman, menerangkan bahwa tersangka bersama-sama
dengan Ali, Adrian, Ape, Icca, dan Ippan melakukan pencurian di
Pondok Kembar Jalan Perkebunan Kota Makassar saat itu, dan
tersangka Arman diajak oleh Icca;
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(4) Tersangka Ape, menerangkan bahwa tersangka bersama-sama, Ali,
Adrian, Iccal, dan Ippan melakukan pencurian di Pondok Kembar
Jalan Perkebunan Kota Makassar saat itu, dan tersangka Arman diajak
oleh Ippan.
Adapun Pembahasan Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:
1. Turut serta melakukan perbuatan, dalam hal ini tersangka Ali, Ape, Iccal,
Ippan, terpenuhi berdasarkan keterangan tersangka dan barang bukti:
(1) Tersangka Adrian menerangkan bahwa pada saat itu melakukan
pencurian pada hari selasa tanggal 18 januari 2011 sekitar jam 03.00
Wita, di Pondok Kembar Jl.Prekebunan Kec. Panakukang Kota
Makassar saat itu adalah secara bersama-sama dengan Arman, Ali,
Appe, Iccal dan Ippan, namun yang masuk untuk mengambil barang
adalah ia, dan tersangka Arman, sedangkan yang lainnya yaitu
tersangka Ape, Iccal, Ali, Ippan adalah mengawasi atau melihat situasi
jangan sampai ada yang datang;
(2) Tersangka Arman menerangkan bahwa pada saat itu ia amsuk
kedalam kamar pada saat itu bersama-sama dengan tersangka Adrian
dan tersangka Iccal, dan pada saat mengambil barang-barang didalam
kamar pada saat itu hanya berdua (teesangka Armand dan Adrian),
sedangkan Iccal hanya masuk sebentar dan kemudian kangsung keluar
melihat situasi di luar kamar, sedangkan Ali, Appe, Iccal, dan Ippan
mengawasi diluar dekat Pos jaga pada saat itu tidak ada orang.
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2. Dengan Sengaja Member Bantuan, Pada waktu kejahatan dilakukan dalam
hal ini tersangka Ali, Appe, Iccal, dan Ippan, terpenuhi berdasarkan
keterangan tersangka dan barang bukti:
(1) Tersangka Adrian menerangkan bahwa pada saat ia sedang bersama-
sama dengan tersangka  Arman masuk kedalam kamar kemudian
mengambil barang-barang/mencuri, turut serta dibantu oleh teman-
temannya yang lain untuk membantu situasi yaitu peran atau posisi
tersangka Iccal, pada saat itu ikut juga masuk kedalam kamar kemudia
langsung keluar meliohat situasi dan megawasi diluar kamar jangan
sampai ada orang yang melihat begitu pula dengan peran dan posisi
tersangka Ali, Appe, dan Juga Ippan juga mengawasi situasi di dekat
Pos jaga yang tidak berjauhan dengan TKP jangan sampai ada orang
lain yang dating;
(2) Tersangka Arman menerangkan bahwa pada saat ia sedang bersama-
sama dengan tersangka Adrian masuk kedalam kamar  kemudian
mengambil/mencuri, turut serta dibantu oleh teman-temannya yang
lain untuk memantau situasi  yaitu  peran/posisi tersangka Iccal pada
saat itu ikut juga masuk kedalam kamar  kemudian keluar melihat
situasi diluar kamar jangan sampai ada orang yang melihat begitupula
dengan peran posisi  tersangka Ali, Appe, Ippan, Iccal, juga
mengawasi situasi di dekat Pos jaga yang tidak berjauhan dengan TKP
jangan sampai ada orang lain yang datang.
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:
(1) Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari
selasa tanggal 18 januari 2011, sekitar jam 03.00 Wita bertempat disalah
satu kamar Kos di Pondok Kembar Jl. Perkebunan Kec. Panakukang
Kota Makassar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Hukum
Polsek Panakukang Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam pasal
363 KUHPidana ayat (1) ke-4, jo. 55,56 KUHPidana.
(2) Bahwa berdasarkan fakta dan petunjuk yang ada tersangka, Adrian,
Arman, Ape, Iccal, dan Ippan, diduga keras sebagai pelaku tindak pidana
pencurian tersebut diatas.
(3) Perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka Adrian, berteman
lima orang dilakukan dengan cara, Adrian, Arman, Iccal, masuk kedalam
pekarangan Pondok kembar, selanjutnya membuka satu buah kaca nako
kamar milik Arnita kemudia pelaku Adrian memasukkan tangan kirinya
kedalam dan selanjutnya  membuka kunci gerendel pintu kamar dari arah
dalam setelah itu pelaku Adrian, Arman, Iccal, masuk kedalam kamar
dan mengambil barang-barang  tersebut tanpa seijin pemiliknya ,
sedangkan posisi atau peran Ali, Ape, dan Ippan pada saat itu ketiganya
berjaga-jaga mengawasi diluar dekat Pos jaga yang saat itu sepi (tidak
ada orang) jangan sampai ada orang yang lewat dan melihat atau
mengetahui perbuatan mereka saat itu, dan akibat peristiwa pencurian
tersebut ketiga Korban mengalami kerugian materi.
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Adapun Barang-barabg yang hilang atau yang dicuri oleh tersangka yaitu
sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah tas warna Hitam Merk CL warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet;
3. 1 (satu)  buah tas Merk Xspo warna merah kombinasi abu-abu;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type E.71 warna hitam
5. 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia Type N.71 warna hitam;
6. 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia Type 1600 warna putih
kombinasi  merah;
7. 1 (satu) Unit Hnadphone Merk Nokia Type 6300 warna hitam;
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 6630 warna hitam
9. 1 (satu) unit handphone merk nokia model ketupat warna kombinasi
hitam;
10. 1 (satu) Unit Hnady Cam Merk Sanyo warna Pink.
Adapun barang-barang yang ditemukan yaitu sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah tas Merk CL warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handy Cam merk Sanyo warna Pink;
3. 1 (satu) Buah Hnadphone Merk Nokia Type 6300 warna hitam;
4. 1 (satu) Buah Hnadphone Merk Nokia Type 1600 kombinasi merah;
5. 1 (satu) buah Hnadphone Merk Nokia Type E.71 warna hitam.
Akibat peristiwa pencurian tersebut ketiga korban mengalami kerugian
dalam taksiran masing-masing 1) Arnita ditaksir Rp. 4.200.000,- ( emapt juta dua
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ratus ribu rupiah), 2) Herlina ditaksir Rp. 4.200.000,- (emapt juta dua ratus ribu
rupiah), 3) Hamid ditaksir sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Bahwa terhadap tersangka Adrian, Arman, Ali, Ape, dan Ippan,
berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sebagaimana pembahasan tersebut diatas
maka dapat dipersangkakan telah melanggar hukum Pasal 363 ayat (1) ke-3e ,4e,
jo. 55, 56 KUHPidana.
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap oleh terdakwa 1 Adrian,
terdakwa 2 Thalib, terdakwa 3 Appe dan Terdakwa 4 Ippan, maka Penuntut
Umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar memutuskan  yaitu sebagai berikut:
1) Menyatakan terdakwa Muh Tahlib Bing H. Thalib alias Ali, Adrian
Bin Asdar alias Ardianyah alias Ardi, Arman Bin Arsyad Alias
Grecce ,dan Terdakwa Ikhsan Alias Ape, bersalah melakukan tindak
Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama yang dilakukan pada waktu
malam hari dalam sebuah rumah dan dengan cara merusak sesuai
dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana.
2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muh Ali Thalib Bin Thalib
Alias Ali. Terdakwa Arman Bin Arsyad Alias Grecce dan terdakwa
Adrian Bin Asdar Alias Ardiansyah  Alias Ardi  dengan pidana
penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan terdakwa IKhsan
Alias Ape, dengan pidana penjara selama (10) sepuluh  bulan
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dikurangi selama terdakwa-terdakwa  berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3) Menyatakan barang bukti berupa:
a) 1 (satu) Unit HP merek Nokia Type E.71;
b) 1 (satu) Unit HP merek Nokia Type 1600;
c) 1 (satu) buah Hnadi Cam Merk Sanyo warna Pink;
d) 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Type 6300;
e) 1 (satu) buah tas warna hitam merk CL.
4) Vi Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya Perkara sebesar
Rp 1.000,-(seribu rupiah).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari keseluruhan uraian mengenai “Turut Serta Pada Delik Pencurian
Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan pengadilan No.272/Pid.B./2011.Mks.”.
Sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV penulisan
hukum ini, maka pada Bab V sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa
kesimpulan dan saran dari penulis yaitu sebagai berikut.
Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab- bab
terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Tindak pidana anak diera perkembangan ini sudah meningkat dan
tambah memprihatinkan, baik itu dari kejahatan tingkat rendah  maupun
kejahatan yang tingkat tinggi, kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin
hari semakin menimbulkan kecemasaan dan sudah melampaui batas-batas
kewajaran. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama sehinggah anak
melakukan tindak pidana secara bersama-sama (Pencurian) yaitu :
a. Faktor ekonomi
b. Faktor keluarga
c. Faktor Lingkungan
Dari  faktor-faktor diatas, faktor yang paling dominan sehinggah anak
terdorong untuk melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama
yaitu dipengaruhi oleh Ekonomi dan faktor pergaulan, karna dari faktor
inilah sehinggah anak terdorong melakukan kejahatan-kejahatan yang
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melampau batas dan kurangnay pengawasan dari orang tua anak masing-
masing.
2. Dari tinjauan yuridis, tindak pidana yang dilakukan anak di Kota Makassar
saat ini sudah menjurus pada pelanggaran KUHP pasal 363, pasal 362, dan
pasal 55,57. Dan secara sosiologi kecendrungan kriminal yang dilakukan
ole anak sebagian besar di Makassar saat ini sebagai Kota Metropolitan
sudah membudaya dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat
setempat. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadian Negeri
Makassar, penulis berkesimpulan bahwa aparat penegak hukum dalam hal
ini Hakim Khususnya belum terlalu efektif, sempurna dan efisien dalam
menghadapi kasus perkara Anak. Masih banyaknya model-model
pelanggaran yang dilakukan. Meskipun aparat penegak hukum saat ini
sudah mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak dan sistem
peradilan anak.
B. SARAN
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya pada orang tua agar lebih
meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya dalam
hal pergaulan agar perilaku anak tersebut tidak menyimpang dari
norma hukum yang ada.
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2. Diharapkan pemerintah melalui Departemen Sosial dapat lebih
mengayomi dan memberikan  perlindungan terhadap anak-anak yang
kurang mampu, seperti melaksanakan non akademik, melakukan
pendekatan psikologi, agar mereka dapat memiliki niat untuk
melakukan Tindak Pidana.
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